
LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGAWI

NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PADA DINAS PERIKANAN DAN

PETERNAKAN KABUPATEN NGAWI

TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja PD (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja Perangka Daerah

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi

masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten

Ngawi untuk Periode Tahun 2026, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun

2026 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang
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ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut

mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten

Ngawi Tahun 2025-2029.

Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi merupakan satu

bagian yang utuh dari manajemen perencanaan instansi pemerintah yang secara

hierarki merupakan penjabaran operasional dari perencanaan instansi atau lembaga

diatasnya, Materi yang ada di dalamnya didasarkan pada RKPD, Renstra OPD,

Renja K/L serta Renja Kabupaten. sehingga diharapkan kegiatan yang akan

dilaksanakan dapat lebih terintegrasi dan sinergis dengan tujuan dan sasaran

pembangunan secara makro

Renja ini memuat beberapa hal, antara lain:

1. Evaluasi capaian kinerja tahun 2024

2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2026 dan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan prediksi masa

mendatang.

3. Sasaran pokok pada RPJPD Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 pada

tahapan RPJMD ke-4 (tiga) yaitu Pengembangan Teknologi Guna

Mewujudkan Kabupaten Ngawi yang Sejahtera.



3

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi

tahun 2026

Gambar 1.1. Alur penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi tahun

2026

Dokumen renja ini digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan

pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Ngawi tahun 2026

dan digunakan juga sebagai acuan dalam pemanfaatan APBD dalam rangka

pencapaian target kinerja perangkat daerah serta visi dan misi Kepala Daerah

melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dokumen RKA

ini memuat anggaran pelaksanaan pembanguan Dinas Perikanan dan Peternakan

sesuai dengan target indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan. dengan

tersusunnya dokumen RKA yang tepat diharapkan target pembangunan Dinas
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Perikanan dan Peternakan serta visi dan misi Kepala Daerah pada tahun yang

bersangkutan dapat tercapai.
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1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun

2026 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten / Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

10. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan

Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
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13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil

Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

14. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian

kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi

pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

16. SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah

17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008; perihal

pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi

Nomor 220);

19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Kedudukan,Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan

Peternakan Tipe A.
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1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan

Kabupaten Ngawi Tahun 2026 adalah untuk memberikan arahan dan pedoman

dalam proses penyusunan program dan kegiatan yang akan dijalankan serta

penganggarannya pada Tahun 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mendiskripsikan program-program yang akan dilaksanakan yang menitik

beratkan pada program-program prioritas;

2. Memberikan arah pembangunan dalam penyelenggaran pemerintah;

3. Sinkronisasi dan sibegritas program kegiatn dan sasaran pembangunan dalam

dokumen RKPD;
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4. Membuat Acuan, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Kegiatan pembangunan

sesuai tugas pokok dan fungsi;

5. Bahan evaluasi perencanan tahun sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2026

disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landaaaan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematikka Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun

Lalu da Capaian Renstra PD

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
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2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Recana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra PD

Dalam hal penilaian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas

Perikanan dan Peternakan Periode Tahun 2026, dapat melalui pendekatan penilaian

tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 yaitu yang kami ambil

dengan membandingkan target dengan realisasinya. Selain itu perlu juga diukur

tingkat pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dengan mengukur tingkat

capaian program dan kegiatan tahun 2025. Deskripsi tingkat capaian Recan Kerja

dan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan 2026 yang disajikan pada

tabel 2.1 berikut:
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Tabel : 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan

Dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan s/d Tahun 2025 (n-1/tahun berjalan)

Kabupaten Ngawi

Kode

Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program
/Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiat

an /Sub
Kegiatan

Target kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2025
(n-1)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d

dengan

tahun

2023 (n-

3)

Target dan realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(n-2)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja PD Tahun

n-1) 2025

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun Berjalan

Target

Renja
Perangk

at

Daerah

Tahun

2024 (n-

2)

Realisasi

Renja
Perangka
t Daerah

Tahun

2024 (n-

2)

Tingkat

Realisasi
(%)

Realiasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun berjalan

(Tahun n-1)2025

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra
(%)
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1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9

10=(5+7+9) 11=(10/4)

3 URUSAN

PEMERINTAHAN
PILIHAN

12.245.936.892

3.25 URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG KELAUTAN

DAN PERIKANAN

100 100

100,00 8.678.965.392

- -

3.25.01 PROGRAM

PENUNJANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH

KABUPATEN / KOTA

Persentase

pemenuhan

penunjang

urusan

pemerintahan

daerah dalam
setahun

100%

98 98

100,00 7.671.253.962

- -

3.25.01.2.01 Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Persentase

dokumen

perencanaan,

penganggaran,

dan evaluasi

kinerja PD yang

98% 4 4 100,00

30.820.500 - -
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disusun tepat
waktu

3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Perangkat Daerah

Jumlah

dokumen

Perencanaan

PD yang
disusun

4 dokumen 4
dokumen

1 1 100

21.920.500 - -

Jumlah

dokumen

penganggaran

PD yang
disusun

11 dokumen 11
dokumen

1 1 100

- - -

3.25.01.2.01.02 Koordinasi dan

Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Jumlah

Dokumen RKA-

SKPD dan

Laporan Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Dokumen RKA-
SKPD

4 dokumen 4
dokumen

1 1 100

1.000.000 - -
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3.25.01.2.01.03 Koordinasi dan

Penyusunan Dokumen

Perubahan RKA-
SKPD

Jumlah

Dokumen

Perubahan

RKA-SKPD dan

Laporan Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Dokumen

Perubahan
RKA-SKPD

4 dokumen 4
dokumen

2 2 100

1.000.000 - -

3.25.01.2.01.04 Koordinasi dan

Penyusunan DPA-
SKPD

Jumlah

Dokumen DPA-

SKPD dan

Laporan Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Dokumen DPA-
SKPD

4 dokumen 4
dokumen

8 8 100

1.000.000 - -

3.25.01.2.01.05 Koordinasi dan

Penyusunan

Perubahan DPA-
SKPD

Jumlah

Dokumen

Perubahan

DPA-SKPD dan

Laporan Hasil

Koordinasi

4 dokumen 4
dokumen 98 98

100,00

1.000.000 - -
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Penyusunan

Dokumen

Perubahan
DPA-SKPD

3.25.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Jumlah laporan

kinerja PD yang
disusun

6 dokumen 6
dokumen 1.326 1.326

100,00

5.000.000 - -

3.25.01.2.02 Administrasi

Keuangan Perangkat
Daerah

Persentase

dokumen dan

laporan

keuangan yang

disusun tepat
waktu

98% 12.000.0
00,00

1 1

100 6.396.043.013

- -

3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN

Jumlah

pembayaran

gaji dan

tunjangan ASN

26 dokumen 26
dokumen 50 50

100 6.392.018.513

- -

Jumlah

dokumen

pengajuan gaji

dan tunjangan

ASN yang
disusun

1.222 kali 1352 kali
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3.25.01.2.02.05 Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD

Jumlah laporan

keuangan akhir

tahun yang
disusun

1 dokumen 1
dokumen 2.000.000

3.25.01.2.02.07 Koordinasi dan

Penyusunan Laporan

Keuangan
Bulanan/Triwulanan/S
emesteran SKPD

Jumlah laporan

keuangan

bulanan yang

disusun

30 dokumen 30
dokumen

98 98 100

2.024.500 - -

Jumlah laporan

keuangan

semesteran

yang disusun

2 dokumen 2
dokumen

3.25.01.2.04 Administrasi

Pendapatan Daerah

Kewenangan

Perangkat Daerah

Persentase

Capaian

realisasi

retribusi daerah

terhadap target

tahun

berkenaan

1 0
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3.25.01.2.04.02 Analisa dan

Pengembangan

Retribusi Daerah,serta

Penyusunan Kebijakan

Retribusi Daerah

Jumlah

Monitoring dan

Evaluasi

10 kali 0

3.25.01.2.05 Administrasi

Kepegawaian

Perangkat Daerah

Persentase

ASN yang

terpenuhi

administrasi
kepegawaianny
a dalam

setahun

98% 0 190.000.000

3.25.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian
Dinas
Beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah

pakaian dinas

yang

dibeli/diadakan

50 stell 0

Jumlah

pakaian batik

yang

dibeli/diadakan

50 potong 0

Jumlah Atribut

pakaian yang
dibeli/diadakan

50 buah 0 51 51 100

- -



16

Jumlah

pakaian

olahraga yang

dibeli/diadakan

50 stell 0

Jumlah Sepatu

olah raga yang
dibeli/diadakan

50 pasang 0 98 98 100

- -

3.25.01.2.05.09 Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

Jumlah ASN

yang mengikuti
Diklat

2 orang 0 1 1

- -

3.25.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan

Jumlah Peserta

yang mengikuti
sosialisasi

100 orang 0 2 2 100,00 190.000.000

- -

3.25.01.2.05.11 Bimbingan Teknis

Implementasi

Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah peserta

yang mengikuti
bimtek

100 orang 0

3.25.01.2.06 Administrasi Umum

Perangkat Daerah

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

administrasi

umum dalam
setahun

98% 299.912.000
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3.25.01.2.06.01 Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan
Bangunan
Kantor

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

komponen
instalasi
listrik/penerang
an

1 1 paket

8.500.000

3.25.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan
Kantor

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

peralatan dan

perlengkapan
kantor

1 2 paket 2 2 100,00 116.362.000

- -

3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Jumlah

makanan yang
disediakan

1376 kotak 0 58 58 100,00

- -

Jumlah

minuman yang
disediakan

50 dus 0 90 90 100

- -

Jumlah air isi

ulang yang
disediakan

192 galon 0

98 98

100

- -

3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang

yang dicetak

50 lembar 1 paket

10.951.000

Jumlah barang 1125 lembar 1 paket 100,00
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yang
digandakan

5 5 - -

3.25.01.2.06.06 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah surat

kabar yang
disediakan

135
eksemplar

30
Dokumen 10.000.000

Jumlah buku

peraturan
perundang-
undangan yang
disediakan

1 buku 1 buku

Jumlah

iklan/publikasi

media cetak

7 Kali 2 kali

3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jumlah rapat-

rapat koordinasi

dan konsultasi

luar daerah

yang
dihadiri/diikuti

90 kali 30
laporan 98 98

100,00 154.099.000

- -

Jumlah rapat-

rapat koordinasi

dan konsultasi

dalam daerah

yang

dihadiri/diikuti

80 kali 60
laporan
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3.25.01.2.07 Pengadaan Barang

Milik Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Persentase

barang milik

daerah

penunjang

urusan

pemerintah

daerah yang

diadakan sesuai

dengan

kebutuhan

dalam setahun

98% 183 183 100,00

44.000.000 - -

3.25.01.2.07.01 Pengadaan

Kendaraan

Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Jumlah

kendaraan

jabatan yang
diadakan

- - 12 12 100,00

- -

3.25.01.2.07.02 Pengadaan

Kendaraan Dinas

Operasional atau
Lapangan

Jumlah

kendaraan

dinas
operasiona/lapa
ngan yang
diadakan

- - 12 12 100,00

- -

3.25.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah

meubelair yang
diadakan

6 unit 0

98 98

100

- -
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3.25.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan

dan Mesin Lainnya

Jumlah

peralatan kantor

yang diadakan

5 unit 3 unit 1 1

44.000.000 - -

3.25.01.2.07.10 Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Jumlah sarana

dan prasarana

gedung kantor

dan bangunan

lainnya yang
diadakan

1 paket 0 4 4 100,00

- -

3.25.01.2.07.11 Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah sarana

prasarana

gedung kantor

yang diadakan

1 paket 0 24 24 100,00

- -

Jumlah sarana

dan prasarana

pendukung

gedung kantor

yang diadakan

1 paket 0 1 1 100,00

- -

3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Persentase

pemenuhan

jasa penunjang

urusan

pemerintahan

98%

5 2

47,00 299.378.448

- -
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daerah dalam
setahun

3.25.01.2.08.01 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah surat

yang dikirim

20 surat 0

100 100

100

- -
3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah

rekening

telepon yang
dibayar

24 rekening 183

laporan 1 1

100,00 159.523.949

- -

Jumlah

rekening listrik

yang dibayar

120 rekening 0

Jumlah

rekening air

yang dibayar

36 rekening 0

Jumlah

rekening

internet yang
dibayar

36 rekening 0

Jumlah

penambahan

daya listrik

1 Rekening 0

Jumlah

Pemasangan

1 rekening 0

100 100

100,00

- -
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daya listrik
3.25.01.2.08.03 Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah alat

kebersihan

yang dibeli

14 buah 12
Laporan 40 40

100,00

36.336.000 - -

Jumlah bahan

kebersihan

yang dibeli

366 buah

Jumlah

pembayaran

jasa kebersihan

12 kali

3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum
Kantor

Jumlah

pembayaran

honor

96 kali 12
laporan 5 5

90,00 103.518.500

- -

Jumlah

pembayaran
lembur

10 kali

100 100

100,00

- -

3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang

Milik Daerah

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Persentase

barang milik

daerah

penunjang

urusan

pemerintahan

daerah yang

0,98

50 50

100,00 411.000.000

- -
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terpelihara
dalam
setahun

3.25.01.2.09.01 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan dan

Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Jumlah

pemeliharaan

kendaraan
dinas/jabatan

5 kali 1 unit 100 100 100,00 168.000.000

- -

Jumlah

kendaraan

dinas/jabatan

yang dibayar
pajaknya

1 unit 1 unit

2 2

100,00

- -

3.25.01.2.09.02 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak,

dan Perizinan

Kendaraan Dinas

Operasional atau
Lapangan

Jumlah

pemeliharaan

kendaraan
dinas/operasion
al

55 kali 4 unit

7 7

100,00

36.000.000 - -

Jumlah

kendaraan
dinas/operasion

4 unit 4 unit

7 8

109,86

- -
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al yang dibayar
pajaknya

3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin
Lainnya

Jumlah

pemeliharaan

peralatan kerja

30 kali 24 unit

2 10

500,00

7.000.000 - -

3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabili
tasi
Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

Luasan gedung

kantor yang
dipelihara

550 m3 1 unit

10 9

90,00 200.000.000

- -

3.25.03 PROGRAM

PENGELOLAAN

PERIKANAN
TANGKAP

Persentase

Peningkatan

Produksi

Perikanan
tangkap

5%

1 1

100,00

67.615.000 - -

3.25.03.2.01 Pengelolaan

penangkapan ikan di

wilayah

sungai,danau,waduk,

rawa dan genangan

air lainnya yang dapat

diusahakan dalam 1

(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase

laporan

produksi

perikanan

tangkap yang

ditindaklanjuti

1

50 81

162,26

15.000.000 - -

Persentase

bantuan sarana

1

1 1

100,00

- -
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usaha

perikanan

tangkap yang

dimanfaatkan
3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan

Informasi Sumber

Daya Ikan

Jumlah Laporan

Produksi

Perikanan

(Tangkap dan

Budidaya)

yang disusun

1 dokumen 1
dokumen 60 62

103,33

15.000.000 - -

3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana

Usaha Perikanan
Tangkap

Jumlah KUB

yang mendapat

bantuan paket

Sarana dan

Prasrana Alat

Bantu

Penangkapan
Ikan

2 kelompok 2 unit

350 350

100,00

- -

Jumlah KUB

yang mendapat

bantuan

penebaran

benih ikan

2 KUB

1 1

98,00

- -
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3.25.03.2.01.03 Penjaminan

Ketersediaan Sarana

Usaha Perikanan
Tangkap

Jumlah

Penyediaan

sarana usaha

perikanan
tangkap

2 kelompok 0

100 100

100,00

- -

Jumlah

Pendampingan

kelembagaan

dan fasilitasi

kemitraan
usaha

1 kelompok 0

1 1

100,00

- -

3.25.03.2.02 Pemberdayaan

Nelayan Kecil Dalam

Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase

peserta yang

menindaklanjuti

hasil

pembinaan

kelembagaan,

diversifikasi

produk

perikanan dan

sosialisasi

terkait

pemberdayaan
nelayan

1

2 2

100,00

52.615.000 - -
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Persentase

Kelompok

Usaha Bersama

(KUB) Nelayan

Kecil yang naik
kapasitasnnya

0,1 <2 <2 100,00

- -

3.25.03.2.02.01 Pengembangan

kapasitas nelayan
kecil

Jumlah peserta

keluarga

nelayan PUD

(Perairan

Umum darat)

yang mengikuti

pembinaan dan
sosialisasi

40 orang 100
Orang 90 100

100

52.615.000 - -

Jumlah rumah

tangga nelayan

yang

melakukan

diversifikasi

usaha (RTP)

20 (RTP)

- 50 50

100

- -

3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi

pembentukan dan

pengembangan

kelembagaan nelayan

Jumlah nelayan

dan Kelompok

Usaha bersama

(KUB) Nelayan

5 KUB 60 17 28,33

- -
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kecil Kecil yang
dibina

3.25.03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi

Bantuan Pendanaan,

Bantuan Pembiayaan,

Kemitraan Usaha

Jumlah nelayan

yang mengikuti

sosialisasi

fasilitasi

bantuan

pendanaan,

kemitraan

usaha dan

pembinaan

kemitraan
usaha

50 Orang

- 1.500 1.500

100,00

- -

3.25.03.2.03 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Tempat Pelelangan

Ikan ( TPI)

Persentase

sarana

prasarana TPI

yang disediakan

0,01

2 1 1

100,00

- -

3.25.03.2.03.01 Penetapan prosedur

pengelolaan dan

penyelenggaraan

Tempat Pelelangan

Ikan (TPI)

Jumlah SOP

Tempat

Pelelangan Ikan

(TPI) yang
disusun

-

75 76

101,33

- -
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3.25.03.2.03.02 Pelayanan

penyelenggaraan

Tempat Pelelangan

Ikan (TPI)

Jumlah Sarana

Prasarana yang

disediakan

untuk Tempat

Pelelangan Ikan
(TPI)

1 paket 0

150 150

100

- -

3.25.04 PROGRAM

PENGELOLAAN

PERIKANAN
BUDIDAYA

Persentase

Peningkatan

Produksi

Perikanan
budidaya

0,05 0

4 4

100,00 844.549.930

- -

3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha

Perikanan di Bidang

Pembudidayaan Ikan

yang Usahanya dalam

1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase

penerbitan Izin

Usaha

Perikanan di

Bidang

Pembudidayaan
Ikan

0,01
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3.25.04.2.01.01 Penetapan

Persyaratan dan

Prosedur Penerbitan

Izin Usaha Perikanan

Bidang

Pembudidayaan Ikan

yang Usahannya,

Lokasi dan/atau

Manfaat atau Dampak

Negatifnya dalam 1

(satu) daerah

kabupaten/Kota yang

Menggunakan

Teknologi

Sederhana,Semi

Intensif, dan Intensif

serta tidak

Menggunakan Modal

Asing dan/atau

Tenaga Kerja Asing

Jumlah

penerbitan Izin

Usaha

Perikanan

Budidaya yang
ditetapkan

20 Izin Usaha



31

3.25.04.2.01.02 Pelayanan Penerbitan

Izin Usaha Perikanan

Bidang

Pembudidayaan Ikan

yang Usahanya,Lokasi

dan/atau Manfaat atau

Dampak Negatifnya

dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota yang

Menggunakan

Teknologi

Sederhana,Semi

Intensif dan Intensif

serta tidak

menggunakan Modal

ASing dan/atau

Tenaga Kerja Asing

Jumlah

pembudidayaan

ikan yang

diterbitkan izin

usahanya

20 Izin Usaha

3.25.04.2.02 Pemberdayaan

Pembudi Daya Ikan
Kecil

Persentase

peserta yang

menindaklanjuti

hasil pelatihan

budidaya ikan,

pakan mandiri,

1 524.550.000
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kelembagaan

dan fasilitasi

kemitraan

usaha

Persentase

pembudidaya

ikan yang

menindaklanjuti

hasil

pendampingan

terkai budidaya
ikan

0,5

3.25.04.2.02.01 Pengembangan

Kapasitas

Pembudidaya Ikan
Kecil

Jumlah

Pembudidaya

ikan yang

mengikuti

kegiatan
pemberdayaan

50 orang 100
Orang

524.550.000

Jumlah Peserta

Pelatihan

Budidaya Ikan

50 orang 100
peserta
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3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan fasilitasi

pembentukan dan

pengembangan

kelembagaan

pembudidaya ikan
kecil

Jumlah

pembudidaya

ikan dan

Kelompok

Pembudidaya

Ikan

(Pokdakan)

yang dibina

40 Orang

3.25.04.2.02.03 Pelaksanaan fasilitasi

bantuan pendanaan,

bantuan pembiayaan,

kemitraan usaha

Jumlah

pembudidaya

ikan dan

kelompok

pembudidaya

yang difasilitasi

akses
permodalan

40 Orang

3.25.04.2.02.04 Pemberian

pendampingan,

kemudahan akses ilmu

pengetahuan,

teknologi dan

informasi, serta

penyelenggaraan

Jumlah

pembudidaya

ikan yang diberi
pendampingan

3 pokdakan
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pendidikan dan
pelatihan

3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda

Daftar bagi Pembudi

Daya Ikan Kecil

(TDPIK) dalam 1

(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase

penerbitan
TDPIK

0,05

3.25.04.2.03.01 Penetapan

Persyaratan dan

Prosedur Penerbitan

Tanda Daftar bagi

Pembudidayaan Ikan

Kecil (TDPIK) dalam 1

(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta

yang mengikuti

sosialisasi

penerbitan

tanda daftar

bagi

Pembudidayaan

Ikan Kecil
(TDPIK)

20 peserta
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3.25.04.2.03.02 Pelayanan Penerbitan

Tanda Daftar bagi

Pembudi Dayaan Ikan

Kecil (TDPIK) dalam 1

(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah

Pembudidaya

ikan yang

difasilitasi untuk

penerbitan
TDPIK

20 Orang

3.25.04.2.04 Pengelolaan

Pembudidayaan Ikan

Persentase

laporan

produksi

perikanan

budidaya yang

ditindaklanjuti

1 319.999.930

Persentase

sarana dan

prasarana

budidaya ikan

yang
dimanfaatkan

0,5

Persentase

pembudidaya

yang

mendapatkan

rekomendasi

sertifikasi CBIB,

0,5
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CPIB, CPPIB

3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan

Informasi

Pembudidayaan Ikan

dalam 1 (satu) daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan

pendataan

terkait

perikanan

budidaya (jenis

budidaya,jenis
ikan,produksi,nil
ai produksi dan

kelembagaan)

yang disusun

2 dokumen 2
dokumen 20.000.000

3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana

Pembudidayaan Ikan

dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah

Pokdakan yang

difasilitasi

bantuan sarana

dan prasarana

perikanan

7 pokdakan 7 Unit 299.999.930

Jumlah Sarana

Prasarana

untuk Balai

benih Ikan (BBI)

1 paket
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3.25.04.2.04.03 Penjaminan

Ketersediaan Sarana

pembudidayaan Ikan

dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah peserta

yang mengikuti
sosialisasi/pem
binaan

ketersediaan

sarana

pembidudayaan
ikan

30 peserta

Jumlah

kelompok yang

difasilitasi

Bantuan benih

ikan dan kolam)

2 pokdakan

Jumlah

kelompok yang

difasilitasi

sarana

budidaya ikan

2 kelompok 10 paket

3.25.04.2.04.04 Pengelolaan

Kesehatan Ikan dan

Lingkungan Budidaya

dalam 1(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah peserta

yang mengikuti

sosialisasi

pengelolaan

kesehatan ikan

dan lingkungan

50 peserta
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3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan

Pemantauan

Pembudidayaan Ikan

di Darat

Jumlah peserta

yang mengikuti

Sosialisasi
CBI
B,CPIB ,

CPPIB

40 peserta

3.25.04.2.04.06 Perencanaan,
Pengembangan,Pema
nfaatan dan

Perlindungan Lahan

untuk Pembudidaya

Ikan di darat

Jumlah

dokumen

Perencanaan,
Pengembangan
,Pemanfaatan

dan

Perlindungan

Lahan untuk

Pembudidaya

Ikan di darat

yang disusun

1 dokumen

3.25.04.2.04.07 Perencanaan dan

Pengembangan

Pemanfaatan Air untuk

pembudidayaan ikan

di darat

Jumlah

dokumen

Perencanaan,
Pengembangan
,Pemanfaatan

Air untuk

pembudidayaan

1 dokumen
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ikan di darat

yang disusun

3.25.05 PROGRAM

PENGAWASAN

SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Persentase

kawasan

Perairan Umum

Darat (PUD)

yang diawasi

0,25

3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber

Daya Perikanan di

Wilayah Sungai,

Danau, waduk rawa

dan genangan air

lainnya yang dapat

diusahakan dalam
kabupaten/kota

Persentase

PUD dan

Pembudidaya

ikan yang
diawasi

0,1

3.25.05.2.01.01 Pengawasan Usaha

Perikanan Tangkap di

Wilayah Sungai,Danau

Waduk Rawa dan

genangan air lainnya

yang dapat

diusahakan dalam

Jumlah Wilayah

PUD yang

diawasi (terdiri

dari

danau,waduk

rawa dan

genangan air

4 PUD
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kabupaten/kota lainnya)

3.25.05.2.01.02 Pengawasan Usaha

Perikanan Bidang

Pembudidayaan Ikan

di Wilayah

Sungai,Danau Waduk

Rawa dan genangan

air lainnya yang dapat

diusahakan dalam
kabupaten/kota

Jumlah

Pembudidaya

Ikan di Wilayah

Sungai,Danau

Waduk Rawa

dan genangan

air lainnya yang
diawasi

20 Orang

3.25.06 PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN HASIL
PERIKANAN

Persentase

Peningkatan

Pengolahan

dan Pemasaran

Hasil Perikanan

0,07

95.536.500

3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda

Daftar Usaha

Pengolahan Hasil

Perikanan Bagi Skala

Persentase

hasil

Pengolahan

dan pemasaran

0,02
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Mikro dan Kecil Perikanan

3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan

Informasi Usaha

Pemasaran dan

pengolahan Hasil

Perikanan dalam 1

(satu) Daerah
kabupaten/Kota

Jumlah Laporan

hasil Pendataan

terkait Usaha

Pemasaran dan

pengolahan

Hasil Perikanan

yang disusun

1 dokumen

3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan

Keamanan Hasil

Perikanan Bagi Usaha

Pengolahan dan

pemasaran Skala

Mikro dan kecil

Persentase

peserta yang

menindaklanjuti

hasil

pembinaan dan

sosialisasi Mutu

dan Keamanan

Hasil Perikanan

Bagi Usaha

Pengolahan

dan pemasaran

Skala Mikro dan
kecil

1



42

3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan

Bimbingan dan

penerapan

Persyaratan atau

Standar pada Usaha

pengolahan dan

pemasaran Skala

Mikro dan kecil

Jumlah peserta

sosialisasi

penerapan

Persyaratan

atau Standar

pada Usaha

pengolahan dan

pemasaran

Skala Mikro dan
kecil

20 peserta

3.25.06.2.03 Penyediaan dan

penyaluran bahan

baku industri

pengolahan ikan

dalam 1 (satu) daerah
Kabupaten/Kota

Persentase

Peningkatan

Konsumsi Ikan

0,02

95.536.500

Persentase

bantuan sarana

prasarana

pengolahan

yang
dimanfaatkan

0,8
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3.25.06.2.03.01 Peningkatan

ketersediaan ikan

untuk konsumsi dan

usaha pengolahan

dalam 1 (satu) daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah peserta

yang mengikuti

sosialisasi
gemarikan

100 orang 200 Ton

95.536.500

Jumlah

Kegiatan

pameran hasil

olahan

perikanan yang
diikuti

1 event

3.25.06.2.03.02 Pemberian fasilitas

bagi pelaku usaha

perikanan skala mikro

dan kecil dalam 1

(satu) daerah
Kabupaten/kota

Jumlah

Kelompok

Pengolah dan

Pemasaran

yang di fasilitasi

bantuan sarana

produksi

pegolahan hasil
perikanan

1 Poklasar 5 pelaku
usaha

3.27 URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG PERTANIAN

3.566.961.500
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3.27.02 PROGRAM

PENYEDIAAN DAN

PENGEMBANGAN

SARANA PERTANIAN

Persentase

peningkatan

produktivitas

peternakan

0,01 1.310.181.500

Persentase

penurunan

kejadian dan

jumlah kasus

penyakit hewan
menular

0,9

3.27.02.2.01 Pengawasan

Penggunaan Sarana
Pertanian

Persentase bibit

ternak yang
dihasilkan

0,75 225.591.500

3.27.02.2.01.01 Pengawasan

Penggunaan Sarana

Pendukung Pertanian

Sesuai Dengan

Komoditas, Teknologi

dan Spesifik Lokasi

Jumlah sarana

produksi

peternakan

yang diadakan

1 paket 1 laporan 225.591.500

Jumlah

pemeliharaan

ternak yang
dilaksanakan

96 kali
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3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber

Daya Genetik (SDG)

Hewan, Tumbuhan,

dan Mikro Organisme

Kewenangan

Kabupaten/ Kota

Persentase

komoditas

peternakan

unggulan

daerah yang

dioptimalkan
budidayanya

0,1 345.830.000

Persentase

pelaku usaha

peternakan

yang meningkat

kemampuan
agribisnisnya

0,25

Persentase bibit

ternak yang
dihasilkan

-

3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas

SDG Hewan/Tanaman

Jumlah

pembinaan

budidaya ternak

yang diadakan

27 kali 1 laporan 233.000.000

Jumlah sarana

produksi

peternakan

yang diadakan
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Jumlah Sampel

pakan ternak

yang diperiksa

2 sampel

Jumlah

dokumen

kawasan

peternakan

yang disusun.

0

Jumlah fasilitasi

peningkatan

nilai tambah

produk

peternakan

yang
dilaksanakan

0

Jumlah ternak

yang difasilitasi
AUTS/K

0

Jumlah fasilitasi

penerbitan izin

usaha pertanian

0

3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG
Hewan/Tanaman

Jumlah sarana

produksi

peternakan

0 1 laporan 112.630.000
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yang diadakan

Jumlah

pemeliharaan

ternak yang
dilaksanakan

0

Jumlah fasilitasi

peningkatan

nilai tambah

produk

peternakan

yang
dilaksanakan

30 kali

Jumlah ternak

yang difasilitasi
AUTS/K

1000 ekor

Jumlah fasilitasi

penerbitan izin

usaha pertanian

4 kali

3.27.02.2.03 Peningkatan mutu dan

peredaran benih/bibit

ternak dan tanaman

pakan ternak serta

pakan dalam daerah
kabupaten/kota

Persentase

kelahiran ternak

melalui

inseminasi
buatan

0,5 729.960.000
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Persentase

pelaksanaan

monitoring

peredaran

pakan yang
dilaksnakan

1

3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu

Benih/Bibit Ternak,

Bahan
Pakan/Pakan/Tanama
n Skala Kecil

Jumlah

pembinaan

mutu ternak

dan pakan yang
dilaksanakan

20 kali 1 laporan 729.960.000

Jumlah sarana

produksi

peternakan

yang diadakan

3 paket

Jumlah peserta
sosialisasi/pelati
han peternakan

150 orang

Jumlah fasilitasi

pendataan

ternak yang
dilaksanakan

4 kali

3.27.02.2.03.02 Pengawasan

Peredaran Bahan

Pakan/Pakan,

Jumlah

pembinaan dan

monitoring

4 kali
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Benih/Bibit Hijauan

Pakan Ternak

peredaran

pakan yang
dilakukan

3.27.02.2.04 Pengawasan Obat

Hewan di Tingkat
Pengecer

Persentase

pengecer obat

hewan yang

dilakukan
pembinaan

0,85

9.000.000

3.27.02.2.04.01 Pemeriksaan Mutu,

Khasiat, dan

Keamanan Peredaran

Obat Hewan

Jumlah obat

hewan yang
diperiksa

425 unit 1 laporan

9.000.000

3.27.03 PROGRAM

PENYEDIAAN DAN

PENGEMBANGAN

PRASARANA
PERTANIAN

Persentase

pelayanan

pemotongan

hewan di RPH

1 1.429.000.000

Persentase

peningkatan

produksi
peternakan

0,01

3.27.03.2.02 Pembangunan

Prasarana Pertanian

Persentase

RPH dan

sarana

1 1.429.000.000
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pendukungnya

dalam kondisi
baik

3.27.03.2.02.03 Jalan Usaha Tani
Peternakan

Jumlah Jalan

Usaha Tani

yang Dibangun,

Direhabilitasi

dan Dipelihara

2 unit 1 unit

3.27.03.2.02.07 Pembangunan,

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Rumah

Potong Hewan

Jumlah RPH

yang direhab

1 unit 1 unit 1.360.000.000

Jumlah sarana

RPH yang
diadakan

1 paket

3.27.03.2.02.09 Pemban
gunan ,Rehabilit

asi dan pemeliharaan

Prasarana Pertanian
Lainnya

Jumlah sarana

pendukung

puskeswan

yang diadakan

2 paket 2 unit

69.000.000

Jumlah

Puskeswan

yang

dilaksanakan
renovasi

2 paket
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3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah

Sumber Bibit Ternak

dan Rumpun/Galur

Ternak dalam Daerah

Kabupaten/ Kota

Persentase

Wilayah

Sumber Bibit

Ternak dan

Rumpun/Galur

Ternak yang
dipelihara

1

3.27.03.2.03.01 Pelestarian dan

Pemanfaatan Wilayah

Sumber Bibit Ternak

dan Rumpun/Galur
Ternak

Jumlah wilayah

sumber bibit

yang difasilitasi

2 lokasi

Jumlah

prasarana yang
diadakan

2 paket

Jumlah

dokumen

kawasan

peternakan

yang disusun.

1 dokumen

3.27.04 PROGRAM

PENGENDALIAN

KESEHATAN HEWAN

DAN KESEHATAN

Persentase

kematian ternak

karena penyakit

<2% 827.800.000
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MASYARAKAT
VETERINER

3.27.04.2.01 Penjaminan

Kesehatan Hewan,

Penutupan dan

Pembukaan Daerah

Wabah Penyakit

Hewan Menular dalam

Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase

wilayah yang

terkendali dari

penyakit hewan

menular
strategis

0,9 137.000.000

3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan

Penanggulangan

Penyakit Hewan dan
Zoonosis

Jumlah

pengendalian

penyakit hewan

yang

dilaksanakan

380 kali 1 laporan 137.000.000

Jumlah

Puskeswan

yang
direhab/dilakuk
an
pemeliharaan

2 unit

Jumlah sarana 2 paket
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pendukung

Puskeswan

yang diadakan

Jumlah Klinik

Kesehatan

Hewan yang
dibangun/direha
b/ dilakukan
pemeliharaan

1 unit

Jumlah sarana

pendukung

Klinik

Kesehatan

Hewan yang
diadakan

1 paket

3.27.04.2.03 Pengelolaan

Pelayanan Jasa

Laboratorium dan Jasa

Medik Veteriner dalam

Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase unit

data penyakit

hewan yang
teridentifikasi

1 420.800.000

3.27.04.2.03.01 Penyediaan

Pelayanan Jasa
Laboratorium

Jumlah sampel

yang diperiksa

2000 sampel 50
laporan 27.000.000
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Jumlah

Laboratorium

Kesehatan

Hewan yang
dibangun/direha
b/ dilakukan
pemeliharaan

1 unit

Jumlah sarana

pendukung

Laboratorium

Kesehatan

Hewan yang
diadakan

1 paket

3.27 2.9.1 4.2.03.2 Penyediaan

Pelayanan Jasa Medik
Veteriner

Jumlah

Pelayanan Jasa

Medik Veteriner

2 laporan 2 laporan 393.800.000

3.27.04.2.04 Penerapan dan

Pengawasaan

Persyaratan Teknis

Kesehatan Masyarakat
Veteriner

Persentase Unit

Usaha Hewan

dan Produk

Hewan yang

dilakukan
pembinaan

0,75 270.000.000

3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit

Usaha Hewan dan

Produk Hewan

Jumlah

Pendampingan

yang

150 kali 40
laporan
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dilaksanakan

3.27 2.9.1 4.2.04.5 Pembinaan Penerapan

persyaratan higiene

sanitasi pada unit

usaha produk hewan

Jumlah unit

usaha produk

hewan yang

telah dibina

untuk

penerapan

persyaratan

higiene sanitasi

116.000.000

3.27 2.9.1 4.2.04.7 Pengembangan

Kompetensi Petugas

Teknis Kesehatan

Hewan, Kesehatan

Masyarakat Veteriner,

dan Kesehatan Hewan

Jumlah petugas

teknis

kesehatan

hewan,

kesehatan

masyarakat

veteriner, dan

kesejahteraan

hewan yang

mengikuti

pengembangan
kompetensi

154.000.000
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3.27.07 PROGRAM

PENYULUHAN
PERTANIAN

Persentase

Kelompok Tani

yang meningkat

Usaha
Peternakannya

0,01

3.27.07.2.01 Pelaksanaan

Penyuluhan Pertanian

Persentase

Kelompok Tani

yang meningkat

kapasitas

kelembagaanya

1

3.27.07.2.01.02 Pengembangan

Kapasitas

Kelembagaan Petani

di Kecamatan/Desa

Jumlah

Pembinaan

Poktan yang
dilaksanakan

4 kali
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan kajian terhadap

capaian kinerja palayanan Dinas berdasarkan indikator kinerja. Sehubungan dengan

hal tersebut, analisis kinerja dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Perikanan dan Peternakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah

dilakukan terhadap IKU Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2025, dapat

diketahui sebagai berikut :

1. IKU Dinas Perikanan dan Peternakan adalah:

a. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah

b. Prosentase peningkatan produksi perikanan

c. Prosentase peningkatan produksi peternakan dalam satu tahun

Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Perikanan dan Peternakan disajikan

pada tabel 2.2 berikut :
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Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan

Kabupaten Ngawi

NO Indikator SPM/Standart
Nasional

IKK

Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
analisis

Tahun
2024

Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027

(n-2) (n-1) (n) (n+1) (n-2) (n-1) (n) (n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Nilai LHE AKIP

Perangkat Daerah

88,00 89,00 89,5 90,00 97,3 NA NA NA Satuan Nilai

2 Prosentase

peningkatan

produksi
perikanan

NA NA 0,7-1 0,7-1 NA NA NA NA Satuan
Persen

Produksi

Perikanan
Tangkap

NA NA 0,7-1 0,7-1 NA NA NA NA Satuan
Persen

Produksi

Perikanan

Budi Daya

NA NA 0,7-1 0,7-1 NA NA NA NA Satuan
Persen

3 Kontribusi sektor

perikanan

terhadap PDRB

180227,7 187436,81 NA NA 215326,13 NA NA NA
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4 Prosentase

peningkatan

produksi

peternakan dalam

satu tahun

NA NA 0,8-1 0,8-1 NA NA NA NA Satuan
Persen

Peningkata
n Produksi

komoditas
Peternakan

NA NA 0,8-1 0,8-1 NA NA NA NA Satuan
Persen

Persentase

wilayah

yang

terkendali

dari

penyakit

hewan

menular

strategis

( diperoleh

dari

surveylance

penyakit

dari 5
PHMS)

NA NA 5 5 NA NA NA NA Satuan
Persen
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6 Kontribusi Sub

Sektor

Peternakan

Terhadap PDRB

ADHB (juta
rupiah)

1068794,
9

1117079,5 NA NA 1025916,75 NA NA NA
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam upaya penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan

Peternakan menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan yang berpengeruh

terhadap pencapaian target dan sasaran yamg telah ditetapkan.

Permasalahan–permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dan Peternakan

Kabupaten Ngawi ditunjukkan pada table 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3. Pemetaan permasalahan urusan perikanan dan peternakan

Pemetaan Permasalahan Urusan Perikanan dan Peternakan

(Sesuai Urusan yang di bidangi oleh Perangkat Dearah)

NO MASALAH
POKOK

MASALAH AKAR MASALAH

1 Masih rendahnya

kuantitas dan

kualitas produksi

perikanan

tangkap,

Belum optimalnya

produktifitas

perikanan

tangkap,

Produktifitas

Perikanan

Budidaya belum

optimal,

Kurangnya

konsumsi ikan

masyarakat

Pengelolaan penangkapan ikan

belum optimal, 'Sumber Daya ikan di

Perairan Umum Daratan (PUD)

semakin berkurang, Kurangnya

kapasitas nelayan kecil, Kurangnya

kapasitas pembudidaya ikan kecil,

Akses permodalan belum optimal,

Kurangnya pengetahuan tentang

peningkatan mutu produksi

perikanan, Data dan Informasi

Perikanan Budidaya mengalami



52

perubahan, 'Kurangnya pengetahuan

terkait pengelolaan kesehatan ikan

dan lingkungan, 'Belum semua

pembudidaya mempunyai legalitas

usaha, Kurangnya fasilitas bagi

pelaku usaha perikanan skala mikro

dan kecil

2 Belum

optimalnya

produksi dan

mutu produk
peternakan

Masih kurangnya

pengetahuan,

kemampuan dan

keterampilan SDM
peternakan.

Kualitas bibit ternak masih rendah,

Masih rendahnya pengelolaan

sumber daya genetik hewan

Selain permasalahan dan hambatan yang dihadapi dinas Perikanan dan

Peternakan juga dihadapkan pada tantangan dan peluang, Adapun peluang dan

upaya Dinas Perikanan dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Tantangan

1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perikanan

yang belum merata dalam merespon kebutuhan SDM berkapasitas

tinggi dalam pengembangan budidaya perikanan.

2) Peningkatan Pembinaan serta Pelatihan di bidang perikanan baik

perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
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3) Pemberian Fasilitas tentang tata cara budidaya ikan yang baik

4) Pengelolaan epidemi penyakit menular ternak;

5) Angka S/C yang masih tinggi;

6) Gangguan reproduksi pada sapi betina produktif;

7) Pengeluaran ternak keluar daerah belum terdeteksi;

8) Kurangnya perhatian peternak terkait dengan manajemen pemeliharaan

ternaknya karena masih tradisional dan merupakan usaha sampingan;

9) Perlunya pengolahan hasil peternakan untuk meningkatkan nilai tambah

produk dan pendapatan peternakan.

2. Peluang

1) Dukungan Pemerintah Daerah dalam kebijakanan dan

implementasinya pada sub sektor perikanan dan peternakan

semakin besar;

2) Teknologi dan inovasi dibidang perikanan dan peternakan yang

semakin berkembang;

3) Tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi produk hasil

perikanan semakin tinggi;

4) Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang konsumsi

ikan yangsemakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan

proses peningkatankesadaran peningkatangizimasyarakat.
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5) Pemanfaatan lahan non pertanian untuk budidaya perikanan

6) Makin bertambahnya pelaku usaha di bidang perikanan dan

peternakan.

7) Optimalisasi pelayanan Inseminasi Buatan

8) Penanganan gangguan reproduksi

9) Pencegahan penyakit hewan menular strategis yang menyebabkan

kematian ternak

10) Menjamin ketersediaan vaksin dan obat hewan yang memadai melalui

pelayanan kesehatan hewan.

11) Melakukan pembinaan / menyampaikan informasi terkait agribisnis usaha

peternakan dan pasca panen.

Berdasarkan uraian diatas, maka isu-isu penting dan catatan strategis

yang direkomendasikan untuk dasar penyusunan program dan kegiatan Dinas

Perikanan dan PeternakanKabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

1. Isu Lingkungan (degradasi ekosistem, penurunan kwalitas air, penyakit ikan dan

lingkungan)
2. Peningkatan permintaan ikan

3. Pakan ikan (60-70% dari biaya produksi)

4. Adanya daya dukung (tersedia lahan budidaya dan perairan umum)
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5. Genetik ikan (Penurunan kwalitas benih dan induk ikan)

6. Keamanan pangan dan ketelusuran

7. Perubahan iklim

8. Alih funhsi lahan budidaya

9. Penangkapan ikan yang berlebihan atau overvising

10. Ilegal fising (penangkapan ikan yang melanggar hukum)

11. Kurangnya pengetahuan mayarakat untuk konsumsi ikan

12. Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia serta

pemberdayaan kelembagaan petani

13. Belum meratanya kemampuan dan keahlian SDM di bidang budidaya perikanan

14. Belum meratanya kemampuan dan keahlian SDM di bidang budidaya

peternakan
15. Mengoptimalkan fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk pelayanan dan

perlindungan masyarakat

16. Peningkatan populasi ternak melalui peningkatan mutu genetic

17. Pengembangan kawasan peternakan diarahkan kepada pengembangan

komoditas ternak unggulan daerah dengan keunggulan komparatif dan

kompetitif
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2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2026 disusun dengan

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ngawi 2025-2029, Rancangan Awal RKPD

Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, RKP Tahun 2026, program strategis nasional, dan

pedoman penyusunan RKPD Tahun 2026. Selain itu, juga memperhatikan hasil

evaluasi target dan capaian pembangunan triwulan II tahun 2025.

Dokumen RKPD Tahun 2026 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi

yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu : 1)

Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah,

rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran,

lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang

wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; 2) Secara normatif,

menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk

disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD); 3) Secara operasional,

memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan

pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab

masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
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yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan 4) Secara faktual, menjadi

tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat.

Riview terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan

membandingkan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2021-2026.

Pada tahun kelima (tahun 2025) RKPD Kabupaten Ngawi tahun 2026. Hasil riview

ini selanjutnya dijadikan dasar analisis kebutuhan dalam rangka pencapaian kinerja

dari Dinas Perikanan dan PeternakanTahun 2026.

Mendasar pada renstra Dinas Perikanan dan Peternakandan RKPD tahun

2026 terdapat perubahan yang sangat signifikan. Hasil kajian kebutuhan

menunjukkan bahwa nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan saat ini

mengacu pada permendagri nomor 90 tahun 2019. Namun demikian untuk indikator

program kegiatan dan sub kegiatan tetap mengacu pada indikator yang sudah ada

dengan target yang disesuaikan.

Selanjutnya analisis kebutuhan pada Renja Tahun 2026 pada kajian

terhadap visi misi serta arah pembangunan Kabupaten Ngawi tahun 2026.

Sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Ngawi tahun 2026, prioritas

pembangunan Dearah tahun 2026 adalah penguatan ekonomi daerah, oleh karena

itu target kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Meningkatnya Kualitas

Implementasi SAKIP Perangkat Daerah, Prosentase peningkatan produksi perikanan



58

dan Prosentase peningkatan produksi peternakan dalam satu tahun Berdasarkan

kondisi tersebut, analisis kebutuhan Dinas Perikanan dan Peternakan pada tahun

2026 diprioritaskan untuk :

1. Produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap

2. Pemberian pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang

pentingnya konsumsi ikan

3. Produksi peternakan

Kebutuhan prioritas pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan

Peternakantersebut diatas ditunjukkan oleh table. 2.4
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Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

Kabupaten Ngawi

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting

Program/kegiata
n/sub Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaian
Pagu Indikatif

(RP.000)
Program/Kegi

atan Lokasi Indikator
Kerja

Target
Capaian

Kebutuhan

dana (RP.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

DINAS

PERIKANAN

DAN
PETERNAKAN

14.644.300.000,00 DINAS

PERIKANAN

DAN
PETERNAKA
N

11.200.936.892,
00

3 URUSAN

PEMERINTAHAN
PILIHAN

14.644.300.000,00 URUSAN
PEMERINTAH
AN PILIHAN

11.200.936.892,
00

3.25 URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG

KELAUTAN DAN
PERIKANAN

8.027.400.000,00 URUSAN
PEMERINTAH
AN BIDANG

KELAUTAN

DAN
PERIKANAN

8.646.964.562,0
0
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3.25.01 PROGRAM

PENUNJANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH
KABUPATEN/KO
TA

- Presentase

Pemenuhan

Penunjang

Urusan
Pemerintaha
n Daerah

dalam
setahun

100 6.416.400.000,00 PROGRAM

PENUNJANG

URUSAN
PEMERINTAH
AN DAERAH
KABUPATEN/
KOTA

Presentase

Pemenuhan

Penunjang

Urusan
Pemerintaha
n Daerah

dalam
setahun

100 7.991.964.632,0
0

3.25.01.2.01 Perencanaan,

Penganggaran,

dan Evaluasi

Kinerja Perangkat
Daerah

Persentase

dokumen

perencanaan,
penganggara
n, dan

evaluasi

kinerja PD

yang disusun

tepat waktu

100 77.000.000,00 Perencanaan,
Penganggaran
, dan Evaluasi

Kinerja

Perangkat
Daerah

Persentase

dokumen

perencanaan,
penganggaran
, dan evaluasi

kinerja PD

yang disusun

tepat waktu

100
Persen

72.000.000,00

3.25.01.2.01.0001 Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Perangkat Daerah

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

Perangkat
Daerah

4
Dokumen

35.000.000,00 Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Perangkat
Daerah

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

Perangkat
Daerah

9
Dokumen

35.000.000,00

3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan

Penyusunan

Dokumen RKA-

Kab.

Ngawi,

Ngawi,

Jumlah
Dokumen
RKA-SKPD

4
Dokumen

6.000.000,00 Koordinasi dan

Penyusunan

Dokumen

Kab.

Ngawi,

Ngawi,

Jumlah
Dokumen
RKA-SKPD

1
Dokumen

3.000.000,00
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SKPD Karanga
sri dan Laporan

Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Dokumen
RKA-SKPD

RKA-SKPD Karanga
sri dan Laporan

Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Dokumen
RKA-SKPD

3.25.01.2.01.0003 Koordinasi dan

Penyusunan

Dokumen

Perubahan RKA-
SKPD

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Dokumen

Perubahan

RKA-SKPD

dan Laporan

Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Dokumen
Perubahan
RKA-SKPD

4
Dokumen

6.000.000,00 Koordinasi dan

Penyusunan

Dokumen

Perubahan
RKA-SKPD

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Dokumen

Perubahan

RKA-SKPD

dan Laporan

Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Dokumen
Perubahan
RKA-SKPD

1
Dokumen

3.0
00.000,00

3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan

Penyusunan DPA-
SKPD

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Dokumen

DPA-SKPD

dan Laporan

Hasil

Koordinasi

Penyusunan
Dokumen

4
Dokumen

6.000.000,00 Koordinasi dan

Penyusunan
DPA-SKPD

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Dokumen

DPA-SKPD

dan Laporan

Hasil

Koordinasi

Penyusunan
Dokumen

2
Dokumen

3.0
00.000,00



62

DPA-SKPD DPA-SKPD

3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan

Penyusunan

Perubahan DPA-
SKPD

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Dokumen

Perubahan

DPA-SKPD

dan Laporan

Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Dokumen
Perubahan
DPA-SKPD

4
Dokumen

6.000.000,00 Koordinasi dan

Penyusunan

Perubahan

DPA- SKPD

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Dokumen

Perubahan

DPA-SKPD

dan Laporan

Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Dokumen
Perubahan
DPA-SKPD

2
Dokumen

3.000.000,00

3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Laporan

Evaluasi

Kinerja

Perangkat
Daerah

6
Laporan

18.000.000,00 Evaluasi

Kinerja

Perangkat
Daerah

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Laporan

Evaluasi

Kinerja

Perangkat
Daerah

7 Laporan 25.000.000,00

- - Administrasi

Keuangan

Perangkat
Daerah

Persentase

dokumen dan

laporan

keuangan

yang disusun

100
Persen

6.394.137.498,0
0
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tepat waktu

3.25.01.2.02 Administrasi

Keuangan

Perangkat Daerah

Persentase

dokumen dan

laporan

keuangan

yang disusun

tepat waktu

100 5.196.949.748,00 Penyediaan

Gaji dan

Tunjangan
ASN

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah Orang

yang

Menerima Gaji

dan

Tunjangan
ASN

1708
Orang/bula
n

6.388.137.498,0
0

3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji

dan Tunjangan
ASN

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Orang yang

Menerima

Gaji dan

Tunjangan
ASN

51
Orang/bul
an

5.171.949.748,00 Koordinasi dan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Akhir Tahun
SKPD

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Laporan

Keuangan

Akhir Tahun

SKPD dan

Laporan Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Akhir Tahun
SKPD

1 Laporan 3.0
00.000,00
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3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan

Penyusunan

Laporan

Keuangan Akhir

Tahun SKPD

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Laporan

Keuangan

Akhir Tahun

SKPD dan

Laporan Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Akhir Tahun
SKPD

1
Laporan

10.000.000,00 Koordinasi dan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Bulanan/

Triwulanan/

Semesteran
SKPD

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Laporan

Keuangan

Bulanan/

Triwulanan/

Semesteran

SKPD dan

Laporan

Koordinasi

Penyusunan

Laporan

Keuangan
Bulanan/Triwu
lana

n/Semesteran
SKPD

50
Laporan

3.0
00.000,00

3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Bulanan/

Triwulanan/

Semesteran
SKPD

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Laporan

Keuangan

Bulanan/

Triwulanan/

Semesteran

SKPD dan

Laporan

30
Laporan

15.000.000,00 Administrasi

Kepegawaian

Perangkat
Daerah

Persentase

ASN yang

terpenuhi

administrasi
kepegawaiann
ya dalam
setahun

100
Persen

154.785.000,00
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Koordinasi

Penyusunan

Laporan

Keuangan
Bulanan/Triw
ulana
n/Semestera
n SKPD

3.25.01.2.05 Administrasi

Kepegawaian

Perangkat Daerah

Persentase

ASN yang

terpenuhi

administrasi
kepegawaian
nya dalam
setahun

100 190.000.000,00 Pengadaan

Pakaian Dinas

beserta Atribut
Kelengkapann
ya

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah Paket

Pakaian Dinas

beserta Atribut
Kelengkapan

1 Paket 29.785.000,00

3.25.01.2.05.0002 Pengadaan

Pakaian Dinas

beserta Atribut
Kelengkapannya

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah Paket

Pakaian

Dinas beserta

Atribut
Kelengkapan

1 Paket 40.000.000,00 Sosialisasi

Peraturan
Perundang-
Undangan

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah Orang

yang

Mengikuti

Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan

122 Orang 125.000.000,00

3.25.01.2.05.0010 Sosialisasi

Peraturan
Perundang-
Undangan

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Orang yang

Mengikuti

Sosialisasi
Peraturan

100
Orang

150.000.000,00 Administrasi

Umum

Perangkat
Daerah

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

administrasi

100
Persen

296.855.500,00
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Perundang-
Undangan umum dalam

setahun
3.25.01.2.06 Administrasi

Umum Perangkat
Daerah

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

administrasi

umum dalam
setahun

- 260.000.000,00 Penyediaan

Komponen
Instalasi
Listrik/Peneran
gan Bangunan
Kantor

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah Paket

Komponen

Instalasi
Listrik/Penera
ngan

Bangunan

Kantor yang
Disediakan

1
Paket

15.000.000,00

3.25.01.2.06.0001 Penyediaan

Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah Paket

Komponen

Instalasi
Listrik/Penera
ngan

Bangunan

Kantor yang
Disediakan

1 Paket 25.000.000,00 Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan
Kantor

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah Paket

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor yang
Disediakan

1
Paket

111.413.000,00

3.25.01.2.06.0002 Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan
Kantor

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah Paket

Peralatan

dan

Perlengkapan

Kantor yang
Disediakan

1 Paket 62.000.000,00 Penyediaan

Barang

Cetakan dan
Penggandaan

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah Paket

Barang

Cetakan dan

Penggandaan

yang
Disediakan

1
Paket

10.452.500,00



67

3.25.01.2.06.0005 Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah Paket

Barang

Cetakan dan
Penggandaa
n yang
Disediakan

1 Paket 18.000.000,00 Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan
Perundang-
undangan

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Dokumen

Bahan

Bacaan dan

Peraturan
Perundang-
Undangan

yang
Disediakan

135
Dokumen

10.000.000,00

3.25.01.2.06.0006 Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan
Perundang-
undangan

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Dokumen

Bahan

Bacaan dan

Peraturan
Perundang-
Undangan

yang
Disediakan

135
Dokumen

30.000.000,00 Penyelenggara
an Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi
SKPD

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Laporan
Penyelenggar
aan Rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi
SKPD

90
Laporan

149.990.000,00

3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi
SKPD

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Laporan
Penyelenggar
aan Rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi
SKPD

90
Laporan

125.000.000,00 Pengadaan

Barang Milik

Daerah

Penunjang

Urusan

Pemerintah
Daerah

Persentase

barang milik

daerah

penunjang

urusan

pemerintah

daerah yang

100
Persen

282.750.000,00
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diadakan

sesuai dengan

kebutuhan

dalam
setahun

3.25.01.2.07 Pengadaan

Barang Milik

Daerah

Penunjang

Urusan

Pemerintah
Daerah

Persentase

barang milik

daerah

penunjang

urusan

pemerintah

daerah yang

diadakan

sesuai

dengan

kebutuhan

dalam
setahun

100 122.400.000,00 Pengadaan
Mebel

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah Paket

Mebel yang
Disediakan

6 Unit 31.322.000,00

3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah Paket

Mebel yang
Disediakan

6 Unit 65.200.000,00

3.25.01.2.07.0006 Pengadaan

Peralatan dan

Kab.

Ngawi,

Jumlah Unit

Peralatan

5 Unit 57.200.000,00 Pengadaan

Peralatan dan

Kab.

Ngawi,

Jumlah Unit

Peralatan dan

5 Unit 251.428.000,00
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Mesin Lainnya Ngawi,
Karanga
sri

dan Mesin

Lainnya yang
Disediakan

Mesin Lainnya Ngawi,
Karanga
sri

Mesin Lainnya

yang
Disediakan

3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa

Penunjang

Urusan

Pemerintahan
Daerah

Persentase

pemenuhan

jasa

penunjang

urusan

pemerintahan

daerah dalam
setahun

100 356.750.252,00 Penyediaan

Jasa

Penunjang

Urusan

Pemerintahan
Daerah

Persentase

pemenuhan

jasa

penunjang

urusan

pemerintahan

daerah dalam
setahun

100
Persen

522.436.634,00

3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Laporan

Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya

Air dan Listrik

yang
Disediakan

24
Laporan

210.750.252,00 Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya

Air dan Listrik

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Laporan

Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya

Air dan Listrik

yang
Disediakan

24
Laporan

163.116.634,00

3.25.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan
Kantor

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Laporan

Penyediaan

Jasa

12
Laporan

36.000.000,00 Penyediaan

Jasa Peralatan

dan

Perlengkapan
Kantor

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Laporan

Penyediaan

Jasa

12
Laporan

257.400.000,00
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Peralatan

dan

Perlengkapan

Kantor yang
Disediakan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor yang
Disediakan

3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum
Kantor

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Laporan

Penyediaan

Jasa

Pelayanan

Umum Kantor

yang
Disediakan

96
Laporan

110.000.000,00 Penyediaan

Jasa

Pelayanan

Umum Kantor

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Laporan

Penyediaan

Jasa

Pelayanan

Umum Kantor

yang
Disediakan

96
Laporan

101.920.000,00

3.25.01.2.09 Pemeliharaan

Barang Milik

Daerah

Penunjang

Urusan

Pemerintahan
Daerah

213.300.000,00 Pemeliharaan

Barang Milik

Daerah

Penunjang

Urusan

Pemerintahan
Daerah

Persentase

barang milik

daerah

penunjang

urusan

pemerintahan

daerah yang

terpelihara

dalam
setahun

100
Persen

269.000.000,00
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3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan,

Biaya

Pemeliharaan,

dan Pajak

Kendaraan

Perorangan Dinas

atau Kendaraan

Dinas Jabatan

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Kendaraan

Perorangan

Dinas atau

Kendaraan

Dinas

Jabatan yang

Dipelihara

dan

dibayarkan
Pajaknya

5 Unit 40.610.000,00 Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan,

Biaya

Pemeliharaan,

dan Pajak

Kendaraan

Perorangan

Dinas atau

Kendaraan

Dinas Jabatan

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Kendaraan

Perorangan

Dinas atau

Kendaraan

Dinas Jabatan

yang

Dipelihara dan

dibayarkan
Pajaknya

1 Unit 155.000.000,00

3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan,

Biaya

Pemeliharaan,

Pajak dan

Perizinan

Kendaraan Dinas

Operasional atau
Lapangan

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Kendaraan

Dinas

Operasional

atau

Lapangan

yang

Dipelihara

dan

dibayarkan

Pajak dan
Perizinannya

1 Unit 38.600.000,00 Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan,

Biaya

Pemeliharaan,

Pajak dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas

Operasional

atau Lapangan

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Kendaraan

Dinas

Operasional

atau

Lapangan

yang

Dipelihara dan

dibayarkan

Pajak dan
Perizinannya

5 Unit 64.000.000,00
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3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan

Peralatan dan

Mesin Lainnya

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Peralatan

dan Mesin

Lainnya yang
Dipelihara

30 Unit 23.930.000,00 Pemeliharaan

Peralatan dan

Mesin Lainnya

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Peralatan dan

Mesin Lainnya

yang
Dipelihara

30 Unit 25.000.000,00

3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Re
habilitasi Gedung

Kantor dan

Bangunan
Lainnya

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Gedung

Kantor dan

Bangunan

Lainnya yang
Dipelihara/Dir
ehabilitasi

1 Unit 110.160.000,00 Pemeliharaan/
Rehabilitasi

Gedung

Kantor dan

Bangunan
Lainnya

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Gedung

Kantor dan

Bangunan

Lainnya yang
Dipelihara/Dir
ehabilitasi

1 Unit 25.000.000,00

3.25.03 PROGRAM

PENGELOLAAN

PERIKANAN
TANGKAP

- Jumlah

Produksi

Perikanan
tangkap

817413 145.000.000,00 PROGRAM
PENGELOLA
AN

PERIKANAN
TANGKAP

- Jumlah

Produksi

Perikanan
tangkap

817413 55.000.000,00

3.25.03.2.01 Pengelolaan

Penangkapan

Ikan di Wilayah

Sungai, Danau,

Waduk, Rawa,

dan Genangan Air

Lainnya yang

Dapat Diusahakan

Persentase

Laporan Data

dan Sumber

Daya Ikan

yang di tindak
lanjuti

100% 120.000.000,00 Pengelolaan

Penangkapan

Ikan di

Wilayah

Sungai,

Danau,

Waduk, Rawa,

dan Genangan

Prosentase

peningkatan

produksi
perikanan

0,93
Persen

15.000.000,00
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dalam 1 (Satu)

Daerah

Kabupaten/ Kota

Air Lainnya

yang Dapat

Diusahakan

dalam 1 (Satu)

Daerah

Kabupaten/
Kota

3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data

dan Informasi

Sumber Daya
Ikan

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah Data

dan Informasi

Sumber Daya

Ikan di

Perairan

Darat dalam

Satu
Kabupaten/K
ota yang
Tersedia

1
Dokumen

20.000.000,00 Penyediaan

Data dan

Informasi

Sumber Daya
Ikan

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah Data

dan Informasi

Sumber Daya

Ikan di

Perairan Darat

dalam Satu
Kabupaten/Ko
ta yang
Tersedia

1
Dokumen

15.000.000,00

3.25.03.2.01.0002 Penyediaan

Prasarana Usaha

Perikanan
Tangkap

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Prasarana

Usaha

Perikanan

Tangkap

yang
Tersedia

2 Unit 100.000.000,00 Pemberdayaa
n Nelayan

Kecil dalam

Daerah
Kabupaten/Kot
a

Prosentase

peningkatan

produksi
perikanan

0,93
Persen

40.000.000,00
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3.25.03.2.02 Pemberdayaan

Nelayan Kecil

dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Prosentase

peningkatan

produksi
perikanan

25.000.000,00 Pengembanga
n Kapasitas

Nelayan Kecil

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Nelayan Kecil

yang

Meningkat
Kapasitasnya

40 Orang 40.000.000,00

3.25.03.2.02.0001 Pengembangan

Kapasitas

Nelayan Kecil

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Nelayan Kecil

yang

Meningkat
Kapasitasnya

40 Orang 25.000.000,00 PROGRAM
PENGELOLA
AN

PERIKANAN
BUDIDAYA

- Jumlah

Produksi

Perikanan
budidaya

4561925 347.914.430,00

3.25.04 PROGRAM

PENGELOLAAN

PERIKANAN
BUDIDAYA

- Jumlah

Produksi

Perikanan
budidaya

4561925 1.366.000.000,00 Pemberdayaa
n Pembudi

Daya Ikan
Kecil

Persentase

peserta yang
menindaklanju
ti hasil
pelatihan
Prosentase

peningkatan

produksi
perikanan

100
Persen
0,93
Persen

195.000.000,00

3.25.04.2.02 Pemberdayaan

Pembudi Daya

Ikan Kecil

Persentase

peserta yang
menindaklanj
uti hasil
pelatihan
Prosentase

peningkatan

85.000.000,00 Pengembanga
n Kapasitas

Pembudi Daya

Ikan Kecil

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Kelompok

Pembudi

Daya Ikan

Kecil yang

Mengikuti
Pengembanga

50
Kelompok

195.000.000,00
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produksi
perikanan

n Kapasitas

3.25.04.2.02.0001 Pengembangan

Kapasitas

Pembudi Daya

Ikan Kecil

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Kelompok

Pembudi

Daya Ikan

Kecil yang

Mengikuti
Pengembang
an Kapasitas

50
Kelompo
k

85.000.000,00 Pengelolaan
Pembudidayaa
n Ikan

Persentase

sarana dan

prasarana

yang
dimanfaatkan
Jumlah

laporan yang

ditindaklanjuti

Prosentase

peningkatan

produksi
perikanan

100
Persen
100
Persen
0,93
Persen

152.914.430,00

3.25.04.2.04 Pengelolaan

Pembudidayaan
Ikan

1.281.000.000,00 Penyediaan

Data dan

Informasi
Pembudidayaa
n Ikan dalam 1

(Satu) Daerah
Kabupaten/Kot
a

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah Data

dan Informasi
Pembudidaya
an Ikan dalam

1 (Satu)

Daerah
Kabupaten/Ko
ta

2
Dokumen

15.000.000,00

3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data

dan Informasi

Kab.

Ngawi,

Jumlah Data

dan Informasi
Pembudidaya

2
Dokumen

31.000.000,00 Penyediaan

Prasarana
Pembudidayaa

Kab.

Ngawi,

Jumlah

Prasarana
Pembudidaya

7 Unit 105.914.430,00
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Pembudidayaan

Ikan dalam 1

(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Ngawi,
Karanga
sri

an Ikan

dalam 1

(Satu)

Daerah
Kabupaten/K
ota

n Ikan dalam 1

(Satu) Daerah
Kabupaten/Kot
a

Ngawi,
Karanga
sri

an Ikan dalam

1 (Satu)

Daerah
Kabupaten/Ko
ta

3.25.04.2.04.0002 Penyediaan

Prasarana

Pembudidayaan

Ikan dalam 1

(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Prasarana
Pembudidaya
an Ikan

dalam 1

(Satu)

Daerah
Kabupaten/K
ota

7 Unit 1.100.000.000,00 Pembinaan

dan

Pemantauan
Pembudidayaa
n Ikan di Darat

Kab.

Ngawi,

Semua
Kecamat
an,

Semua
Kel/Desa

Jumlah

Pembudidaya

yang

Memperoleh

Pembinaan

dan

Pemantauan
Pembudidaya
an Ikan di
Darat

0 Unit 32.000.000,00

3.25.04.2.04.0009 Penjaminan

Ketersediaan

Sarana

Pembudidayaan

Ikan dalam 1

(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Sarana
Pembudidaya
an Ikan

dalam 1

(Satu)

Daerah
Kabupaten/K
ota

30 Unit 150.000.000,00 PROGRAM
PENGOLAHA
N DAN

PEMASARAN

HASIL
PERIKANAN

- Angka

konsumsi
ikan

20730557 252.085.500,00
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3.25.06 PROGRAM

PENGOLAHAN

DAN

PEMASARAN

HASIL
PERIKANAN

- Angka

konsumsi
ikan

2073055
7

100.000.000,00 Penyediaan

dan

Penyaluran

Bahan Baku

Industri

Pengolahan

Ikan dalam 1

(Satu) Daerah

Kabupaten/
Kota

Prosentase

peningkatan

produksi

perikanan

Jumlah bahan

baku

pengolahan

ikan (kg)

0,93
Persen
100
Persen

252.085.500,00

3.25.06.2.03 Penyediaan dan

Penyaluran Bahan

Baku Industri

Pengolahan Ikan

dalam 1 (Satu)

Daerah

Kabupaten/ Kota

Prosentase

peningkatan

produksi

perikanan

Jumlah

bahan baku

pengolahan

ikan (kg)

100.000.000,00 Peningkatan

Ketersediaan

Ikan untuk

Konsumsi dan

Usaha

Pengolahan

dalam 1 (Satu)

Daerah
Kabupaten/Kot
a

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Peningkatan

Ketersediaan

Ikan untuk

Konsumsi dan

Usaha

Pengolahan

Dalam 1

(Satu) Daerah
Kabupaten/Ko
ta

10 Ton 252.085.500,00

3.25.06.2.03.0001 Peningkatan

Ketersediaan Ikan

untuk Konsumsi

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga

Jumlah

Peningkatan

Ketersediaan

10 Ton 100.000.000,00 URUSAN
PEMERINTAH
AN BIDANG
PERTANIAN

2.553.972.330,0
0
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dan Usaha

Pengolahan

dalam 1 (Satu)

Daerah
Kabupaten/Kota

sri Ikan untuk

Konsumsi

dan Usaha

Pengolahan

Dalam 1

(Satu)

Daerah
Kabupaten/K
ota

3.27 URUSAN

PEMERINTAHAN

BIDANG
PERTANIAN

3.426.000.000,00 PROGRAM

PENYEDIAAN

DAN
PENGEMBAN
GAN

SARANA
PERTANIAN

Jumlah

produksi

komoditas

unggulan
peternakan

7110344 1.221.627.600,0
0

3.27.02 PROGRAM

PENYEDIAAN

DAN
PENGEMBANGA
N SARANA
PERTANIAN

- Jumlah

produksi

komoditas

unggulan
peternakan
Persentase

pelaku obat

hewan yang
mendapatka
n pembinaan

50
7110344

3.426.000.000,00 - Persentase

pelaku obat

hewan yang

mendapatkan
pembinaan

50 1.221.627.600,0
0
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3.27.02.2.01 Pengawasan

Penggunaan

Sarana Pertanian

Jumlah

pengawasan

penggunaan

sarana
pertanian

450.000.000,00 Pengawasan

Penggunaan

Sarana
Pertanian

Jumlah

pengawasan

penggunaan

sarana
pertanian

1
Dokumen

256.042.600,00

3.27.02.2.01.0001 Pengawasan

Penggunaan

Sarana

Pendukung

Pertanian Sesuai

dengan

Komoditas,

Teknologi dan

Spesifik Lokasi

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Pengawasan

Penggunaan

Sarana

Pendukung

Pertanian

Sesuai

dengan

Komoditas,

Teknologi

dan Spesifik
Lokasi

1
Laporan

450.000.000,00 Pengawasan

Penggunaan

Sarana

Pendukung

Pertanian

Sesuai dengan

Komoditas,

Teknologi dan

Spesifik Lokasi

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Pengawasan

Penggunaan

Sarana

Pendukung

Pertanian

Sesuai

dengan

Komoditas,

Teknologi dan

Spesifik
Lokasi

12
Laporan

256.042.600,00

3.27.02.2.02 Pengelolaan

Sumber Daya

Genetik (SDG)

Hewan,

Tumbuhan, dan

Mikro Organisme

Kewenangan

Prosentase

peningkatan

produksi

peternakan

dalam satu
tahun

1.880.000.000,00 Pengelolaan

Sumber Daya

Genetik (SDG)

Hewan,

Tumbuhan,

dan Mikro

Organisme

Prosentase

peningkatan

produksi

peternakan

dalam satu
tahun

1 Persen 225.000.000,00
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Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kot
a

3.27.02.2.02.0002 Peningkatan

Kualitas SDG
Hewan/Tanaman

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Pelaksanaan

Peningkatan

Kualitas SDG
Hewan/Tana
man

1
Dokumen

1.200.000.000,00 Peningkatan

Kualitas SDG
Hewan/Tanam
an

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Pelaksanaan

Peningkatan

Kualitas SDG
Hewan/Tanam
an

1
Dokumen

125.000.000,00

3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan

SDG
Hewan/Tanaman

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Pemanfaatan

SDG
Hewan/Tana
man

1
Dokumen

680.000.000,00 Pemanfaatan

SDG
Hewan/Tanam
an

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Pemanfaatan

SDG
Hewan/Tanam
an

1
Dokumen

100.000.000,00

3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu

dan Peredaran

Benih/Bibit Ternak

dan Tanaman

Pakan Ternak

serta Pakan

dalam Daerah
Kabupaten/Kota

696.000.000,00 Peningkatan

Mutu dan

Peredaran

Benih/Bibit

Ternak dan

Tanaman

Pakan Ternak

serta Pakan

dalam Daerah
Kabupaten/Kot
a

Jumlah

monitoring

bibit ternak

dan pakan

yang
dilaksanakan

10 Kali 684.085.000,00



81

3.27.02.2.03.0001 Pengawasan

Mutu Benih/Bibit

Ternak, Bahan
Pakan/Pakan/Tan
aman Skala Kecil

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Pengawasan

Mutu

Benih/Bibit

Ternak,

Bahan
Pakan/Pakan
/Tanaman

Skala Kecil

1
Laporan

696.000.000,00 Pengawasan

Mutu

Benih/Bibit

Ternak, Bahan
Pakan/Pakan/
Tanaman

Skala Kecil

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Pengawasan

Mutu

Benih/Bibit

Ternak,

Bahan
Pakan/Pakan/
Tanaman

Skala Kecil

20
Laporan

674.085.000,00

3.27.02.2.04 Pengawasan Obat

Hewan di Tingkat
Pengecer

Jumlah

pengawasan

yang

dilakukan

kepada

pengecer

obat hewan

400.000.000,00 Pengawasan

Peredaran

Bahan

Pakan/Pakan,

Benih/Bibit

Hijauan Pakan
Ternak

Kab.

Ngawi,

Semua
Kecamat
an,

Semua
Kel/Desa

Jumlah

Pengawasan

Bahan

Pakan/Pakan,

Benih/Bibit

Hijauan Pakan

Ternak yang
Beredar

0 Laporan 10.000.000,00

3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan

Mutu, Khasiat dan

Keamanan

Peredaran Obat
Hewan

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Pemeriksaan

Mutu, Khasiat

dan

Keamanan

Obat Hewan

yang Beredar

350
Laporan

400.000.000,00 Pengawasan

Obat Hewan di

Tingkat
Pengecer

44 Kali 9.0
00.000,00
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3.27.03 PROGRAM

PENYEDIAAN

DAN
PENGEMBANGA
N PRASARANA
PERTANIAN

- Persentase

pelayanan

pemotongan

hewan di
RPH
Prosentase

peningkatan

populasi
ternak

0.5
100

900.900.000,00 Pemeriksaan

Mutu, Khasiat

dan

Keamanan

Peredaran

Obat Hewan

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Pemeriksaan

Mutu, Khasiat

dan

Keamanan

Obat Hewan

yang Beredar

350
Laporan

9.0
00.000,00

3.27.03.2.02 Pembangunan

Prasarana
Pertanian

Jumlah

prasarana

pertanian

yang
dibangun

900.900.000,00

3.27.03.2.02.0009 Pembangunan,

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Prasarana

Pertanian Lainnya

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Prasarana

Pertanian

Lainnya yang

Dibangun,

Direhabilitasi

dan
Dipelihara

2 Unit 200.000.000,00 Penyediaan

Benih/Bibit

Ternak dan

Hijauan Pakan

Ternak yang

Sumbernya

dalam 1 (Satu)

Daerah
Kabupaten/Kot
a Lain

Jumlah

monitoring

bibit ternak

dan pakan

yang
dilaksanakan

10 Kali 47.500.000,00
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3.27.03.2.02.0015 Pembangunan,

Rehabilitasi,

Pemeliharaan dan

operasionalisasi

Rumah Potong
Hewan

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

rumah potong

hewan yang

dibangun,

direhabilitasi

dan

dipelihara

serta
beroperasi

1 Unit 700.900.000,00 Pengadaan

Hijauan Pakan

Ternak yang

Sumbernya

dari Daerah
Kabupaten/Kot
a Lain

Kab.

Ngawi,

Semua
Kecamat
an,

Semua
Kel/Desa

Jumlah

Hijauan Pakan

Ternak yang

Sumbernya

dari Daerah
Kabupaten/Ko
ta Lain

5 Ton 47.500.000,00

3.27.04 PROGRAM

PENGENDALIAN

KESEHATAN

HEWAN DAN

KESEHATAN

MASYARAKAT
VETERINER

- Persentase

peningkatan

wilayah

terkendali
PHMS

5 2.290.000.000,00 PROGRAM

PENYEDIAAN

DAN
PENGEMBAN
GAN

PRASARANA
PERTANIAN

Prosentase

peningkatan

populasi
ternak

0,5 741.927.460,00

3.27.04.2.01 Penjaminan

Kesehatan

Hewan,

Penutupan dan

Pembukaan

Daerah Wabah

Penyakit Hewan

Menular Dalam

Persentase

Jumlah

kejadian

penyakit

hewan

menular
strategis

780.000.000,00 [ Meningkatny

a populasi

ternak ]

- Persentase

pelayanan

pemotongan

hewan di
RPH

100 741.927.460,00
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daerah
Kabupaten/Kota

3.27.04.2.01.0004 Pemberdayaan

Masyarakat dalam

Pengendalian
Zoonosis

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah kader
zoonosis

1 Orang 780.000.000,00 Pembangunan

Prasarana
Pertanian

Jumlah

prasarana

pertanian

yang
dibangun

7 Unit 741.927.460,00

3.27.04.2.03 Pengelolaan

Pelayanan Jasa

Laboratorium dan

Jasa Medik

Veteriner dalam

Daerah
Kabupaten/Kota

Terlaksanany
a pelayanan

di bidang

peternakan

khusunya

kesehatan
hewan

990.000.000,00 Pembangunan
, Rehabilitasi,

Pemeliharaan

dan
operasionalisa
si Puskeswan

Kab.

Ngawi,

Semua
Kecamat
an,

Semua
Kel/Desa

Jumlah

Puskeswan

yang

dibangun,

direhabilitasi

dan dipelihara

serta
beroperasi

2 Unit 20.242.160,00

3.27.04.2.03.0001 Penyediaan

Pelayanan Jasa
Laboratorium

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Pelayanan

Jasa
Laboratorium

1500
Laporan

540.000.000,00 Pembangunan
, Rehabilitasi,

Pemeliharaan

dan
operasionalisa
si Rumah

Potong Hewan

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah rumah

potong hewan

yang

dibangun,

direhabilitasi

dan dipelihara

serta
beroperasi

2 Unit 721.685.300,00
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3.27.04.2.03.0002 Penyediaan

Pelayanan Jasa

Medik Veteriner

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Pelayanan

Jasa Medik
Veteriner

1
Laporan

450.000.000,00 PROGRAM
PENGENDALI
AN

KESEHATAN

HEWAN DAN

KESEHATAN
MASYARAKA
T VETERINER

Persentase

peningkatan

wilayah

terkendali
PHMS

5 443.422.270,00

3.27.04.2.04 Penerapan dan

Pengawasan

Persyaratan

Teknis Kesehatan

Masyarakat
Veteriner

Presentase

pelayanan

keamanan

produk
hewan

200.000.000,00 Penjaminan

Kesehatan

Hewan,

Penutupan

dan

Pembukaan

Daerah Wabah

Penyakit

Hewan

Menular

Dalam daerah
Kabupaten/Kot
a

Persentase

Jumlah

kejadian

penyakit

hewan

menular
strategis

<2 Persen 54.304.935,00

3.27.04.2.04.0007 Pengembangan

Kompetensi

Petugas Teknis

Kesehatan

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Petugas

Teknis

Kesehatan

4 Orang 200.000.000,00 Pelaksanaan

Surveilans

Penyakit

Hewan dan

Kab.

Ngawi,

Semua
Kecamat

Jumlah

wilayah yang

dilakukan

surveilans dan

4 Wilayah 22.853.335,00
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Hewan,

Kesehatan

Masyarakat

Veteriner, dan

kesejehteraan
hewan

Hewan,

Kesehatan

Masyarakat

Veteriner,

dan
kesejehteraa
n hewan

yang

mengikuti
pengembang
an
kompetensi

Zoonosis pada
Hewan

an,

Semua
Kel/Desa

zoonosis pada
Hewan

3.27.04.2.05 Penerapan dan

Pengawasan

Persyaratan

Teknis

Kesejahteraan
Hewan

Jumlah unit

usaha produk

hewan yang

telah dibina

untuk

penerapan

persyaratan

higiene
sanitasi

320.000.000,00 Pemberantasa
n Penyakit

Hewan

Menular dan

Zoonosis

dalam 1 (satu)

Daerah
Kabupaten/Kot
a

Kab.

Ngawi,

Semua
Kecamat
an,

Semua
Kel/Desa

Jumlah

wilayah atau

kawasan yang

mengalami

penurunan

kasus

penyakit

hewan

menular dan

zoonosis

dalam 1 (satu)

Daerah
Kabupaten/kot

10
Laporan

31.451.600,00
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a

3.27.04.2.05.0003 Pembinaan

Penerapan

Kesejahteraan

Hewan pada Unit
Usaha

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah unit

usaha yang

dibina

terhadap

penerapan
kesejahteraa
n hewan

150 Unit 320.000.000,00 Pengelolaan

Pelayanan

Jasa

Laboratorium

dan Jasa

Medik

Veteriner

dalam Daerah
Kabupaten/Kot
a

Terlaksananya

pelayanan di

bidang

peternakan

khusunya

kesehatan
hewan

1 Laporan 231.080.000,00

Penyediaan

Pelayanan

Jasa
Laboratorium

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Pelayanan

Jasa
Laboratorium

1500
Laporan

27.215.000,00

Penyediaan

Pelayanan

Jasa Medik
Veteriner

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Pelayanan

Jasa Medik
Veteriner

100
Laporan

203.865.000,00
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Penerapan

dan

Pengawasan

Persyaratan

Teknis

Kesehatan

Masyarakat
Veteriner

Presentase

pelayanan

keamanan

produk hewan

1 Persen 158.037.335,00

- - - Pengujian

Laboratorium

Kesehatan

Masyarakat
Veteriner

Kab.

Ngawi,

Semua
Kecamat
an,

Semua
Kel/Desa

Jumlah

Pengujian

Laboratorium

Kesehatan

Masyarakat
Veteriner

10
Dokumen

15.272.335,00

Pembinaan

Penerapan

persyaratan

higiene

sanitasi pada

unit usaha

produk hewan

Kab.

Ngawi,

Semua
Kecamat
an,

Semua
Kel/Desa

Jumlah unit

usaha produk

hewan yang

telah dibina

untuk

penerapan

persyaratan

higiene
sanitasi

20 Unit
Usaha

20.450.000,00
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Pengelolaan

Penerbitan

Rekomendasi

Pemasukan

dan

Pengeluaran,

Sertifikat

Veteriner, dan

SKKH/SKPH

Hewan,

Produk

Hewan, dan

Media

Pembawa

Penyakit

Hewan

Lainnya (HPM)

Kab.

Ngawi,

Semua
Kecamat
an,

Semua
Kel/Desa

Jumlah

Rekomendasi

Pemasukan

dan

Pengeluaran,

Sertifikat

Veteriner, dan

SKKH/SKPH
HPM

10
Dokumen

12.715.000,00

- Pengembanga
n Kompetensi

Petugas

Teknis

Kesehatan

Hewan,

Kab.

Ngawi,

Ngawi,
Karanga
sri

Jumlah

Petugas

Teknis

Kesehatan

Hewan,

Kesehatan

4 Orang 12.100.000,00
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Kesehatan

Masyarakat

Veteriner, dan

kesejehteraan
hewan

Masyarakat

Veteriner, dan

kesejehteraan

hewan yang

mengikuti
pengembanga
n kompetensi

- - Peningkatan

kesadaran

masyarakat

terhadap

Kesmavet dan

Kesejahteraan
Hewan

Kab.

Ngawi,

Semua
Kecamat
an,

Semua
Kel/Desa

Jumlah

masyarakat

yang

mengikuti

kegiatan

peningkatan

kesadaran

terhadap

kesmavet dan

kesejahteraan
hewan

75 Orang 85.500.000,00

Pengawasan

Unit Usaha

Produk Hewan

Kab.

Ngawi,

Semua
Kecamat
an,

Semua
Kel/Desa

Jumlah unit

usaha produk

hewan yang

diawasi

terhadap

penerpan cara

10 Unit
Usaha

12.000.000,00
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yang baik

PROGRAM

PERIZINAN

USAHA
PERTANIAN

Jumlah

usaha sub-

sektor

peternakan

yang

mempunyai
izin

30 16.650.000,00

- - Jumlah

Usaha

Kesehatan

Hewan yang

mempunyai
izin

100

Penerbitan Izin

Usaha

Produksi

Benih/Bibit

Ternak dan

Pakan,

Fasilitas

Pemeliharaan

Prosentase

izin yang di
tindaklanjuti

100
Persen

16.650.000,00
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Hewan,

Rumah Sakit

Hewan/Pasar

Hewan,

Rumah Potong
Hewan

- - Pengawasan

Pelaksanaan

Izin Usaha

Rumah Sakit

Hewan, Klinik

Hewan,

Ambulatori,

Praktik Dokter

Hewan
Mandiri/Puske
swan Mandiri,

Tempat

Pelayanan

Paramedik

veteriner, atau

Pasar Hewan

Kab.

Ngawi,

Semua
Kecamat
an,

Semua
Kel/Desa

Jumlah izin

usaha Unit

Rumah Sakit

Hewan, Klinik

Hewan,

Ambulatori,

Praktik Dokter

Hewan
Mandiri/Puske
swan Mandiri,

Tempat

Pelayanan

Paramedik

veteriner, atau

Pasar Hewan

yang diawasi

20
Laporan

16.650.000,00
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PROGRAM
PENYULUHA
N
PERTANIAN

Cakupan

Kelompok

Tani yang

mendapatkan

penyuluhan
peternakan

1.34 130.345.000,00

Pelaksanaan

Penyuluhan
Pertanian

Jumlah SDM

peternakan

yang

meningkat
kapasitasnya

1 Laporan 130.345.000,00

Pengembanga
n Kapasitas

Kelembagaan

Petani di

Kecamatan

dan Desa

Kab.

Ngawi,

Semua
Kecamat
an,

Semua
Kel/Desa

Jumlah

Kelembagaan

Petani di

Kecamatan

dan Desa

yang

Ditingkatkan
Kapasitasnya

10 Unit 130.345.000,00
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Program dan Kegiatan yang berasal dari masyarakat merupakan

wujud dari alur perencanaan pembangunan yang bersifat bottom–up. Proses

inventarisasinya melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat dusun,

desa, kecamatan hingga kabupaten. Usulan yang disampaikan perlu dianalisis untuk

disesuaikan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Dari hasil

inventarisasi, usulan kegiatan yang dapat dijadikan pertimbangan penyusunan

perencanaan pembangunan pertanian terlihat pada Tabel 2.5.
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Tabel 2.5

Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Ngawi

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

NO Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran / Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Pengelolaan

Pembudidayaan Ikan

Dusun Pengkol Desa Gemarang Kec.

Kedunggalar Kab. Ngawi, Kab. Ngawi

Bantuan Sarana Prasarana Budidaya
Patin

1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal,

Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur,

Kab. Ngawi

Bantuan Sarana Prasarana Budidaya

Lele

1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

Desa Gerih Kec. Gerih Kab. Ngawi, Kab.
Ngawi

Bantuan Sarana Prasarana Budidaya

Lele

1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

Dusun Kerso II, Kab. Ngawi Bantuan Sarana Prasarana Budidaya
Gurami

1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

Desa Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi,

Kab. Ngawi

Bantuan Sarana Prasarana Budidaya

Lele

1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

Desa Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi,

Kab. Ngawi

Bantuan Sarana Prasarana Budidaya

Lele

1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

Desa Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi,

Kab. Ngawi

Bantuan Sarana Prasarana Budidaya

Lele

1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

Jambangan RT 002 RW 004, Kab. Ngawi Bantuan Sarana Prasarana Budidaya 1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat
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Lele

Katerban RT 001 RW 001, Kab. Ngawi Bantuan Sarana Prasarana Budidaya

Lele

1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

Katerban RT 001 RW 001, Kab. Ngawi Bantuan Sarana Prasarana

Pembenihan Lele

1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

Desa Danguk, Kecamatan Karangjati,

Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur,

Kab. Ngawi

Bantuan Sarana Prasarana Budidaya
Gurami

1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

Desa Kawu Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi,

Kab. Ngawi

Bantuan Sarana Prasarana Budidaya
Gurami

1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

Gendingan Kidul RT 002 RW 005, Kab.
Ngawi

Bantuan Sarana Prasarana Budidaya

Lele

1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

Sekarjati RT 002 RW 002, Kab. Ngawi Bantuan Sarana Prasarana Budidaya

Lele

1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

Desa Wonorejo Kec. Kedunggalar Kab.

Ngawi, Kab. Ngawi

Bantuan Sarana Prasarana Budidaya

Lele

1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

Dusun Golan Desa Bangunrejo Kidul Kec.

Kedunggalar Kab. Ngawi, Kab. Ngawi

Bantuan Sarana Prasarana Budidaya

Lele

1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

Tempurejo RT 02 RW 06, Kab. Ngawi Bantuan Sarana Prasarana Budidaya
Nila

1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

tretek rt.009 rw.002

ds.jatipuro, kec.karangjati ngawi jawa timur,

Kab. Ngawi

Bantuan Sarana Prasarana Budidaya
Patin

1 Paket Usulan Pokir
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2 Penyediaan dan Penyaluran

Bahan Baku Industri

Pengolahan Ikan dalam 1

(Satu) Daerah Kabupaten/
Kota

Widodaren Kidul RT 005 RW 002, Kab.
Ngawi

Bantuan Peralatan Pengolahan Produk
Perikanan

1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

3 Pengelolaan Sumber Daya

Genetik (SDG) Hewan,

Tumbuhan, dan Mikro

Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota

Dusun Jambe Kidul RT 010 RW 005, Kab.
Ngawi

Bantuan Ternak Domba/Kambing 1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

RT.02 RW.05 Dusun Cepak, Kab. Ngawi Bantuan Ternak Sapi Potong 1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

Dusun Jumog Rt 07 Rw 01 Desa Macanan

Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

Jawa Timur, Kab. Ngawi

Bantuan Mesin Chopper 1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

RT/RW 002/001 DUSUN JATEN, Kab.
Ngawi

Bantuan Ternak Domba/Kambing 1 Paket Usulan Aspirasi
masyarakat

DUSUN MLARIK SELATAN DESA

BADERAN KECAMATAN GENENG

NGAWI, Kab. Ngawi

Bantuan Ternak Domba/Kambing 1 Paket Usulan Pokir

RT 02 RW 05 DUSUN NGLENCOG 2

DESA DEMPEL KEC. GENENG NGAWI,

Kab. Ngawi

Bantuan Ternak Domba/Kambing 1 Paket Usulan Pokir

Dusun Keraswetan 1 Desa Keraswetan

Kecamatan Geneng, Kab. Ngawi

Bantuan Ternak Domba/Kambing 1 Paket Usulan Pokir
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RTB 01 RW 03 DUSUN BREBES DESA

KERSIKAN KECAMATAN GENENG

NGAWI, Kab. Ngawi

Bantuan Ternak Domba/Kambing 1 Paket Usulan Pokir

Dusun sidorejo, Rt.013, Rw.04, Desa

Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kab.
Ngawi

Bantuan Ternak Domba/Kambing 1 Paket Usulan Pokir

DUSUN KARANGREJO RT 01 RW 01

DESA KASREMAN KECAMATAN

GENENG NGAWI, Kab. Ngawi

Bantuan Ternak Domba/Kambing 1 Paket Usulan Pokir

RT.04 RW.04 Desa Keniten, Geneng,

Ngawi, Kab. Ngawi

Bantuan Ternak Domba/Kambing 1 Paket Usulan Pokir

Dusun Pilangpayung I Desa Geneng

Kecamatan Geneng Ngawi, Kab. Ngawi

Bantuan Ternak Domba/Kambing 1 Paket Usulan Pokir
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BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional menjadi acuan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja

Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2026 untuk memastikan sinergi antara prioritas

nasional dan kebutuhan daerah. Peningkatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak

asasi manusia diintegrasikan melalui kebijakan yang inklusif dan transparan.

Pembangunan kemandirian daerah diwujudkan dengan swasembada pangan,

pemanfaatan energi terbarukan, dan penerapan ekonomi hijau, digital, serta syariah.

Pengembangan infrastruktur berfokus pada peningkatan konektivitas, penciptaan

lapangan kerja berkualitas, dan penguatan peran koperasi dalam industri kreatif dan

agromaritim. Pengembangan SDM diarahkan pada peningkatan pendidikan, kesehatan,

pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Hilirisasi produk lokal

didorong untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Pembangunan berbasis

desa menjadi prioritas untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Reformasi birokrasi ditujukan pada peningkatan pelayanan publik dan pencegahan

korupsi, sementara pembangunan berwawasan lingkungan dan budaya bertujuan
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menjaga harmoni sosial serta keberlanjutan. Semua ini mendukung visi Kabupaten

Ngawi untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif dalam 5 tahun kedepan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan dan Peternakan dalam mendukung

Visi dan Misi Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam RPJMD

Tahun 2025-2029 adalah sebagai beikut :

Visi :

SEMESTA BERENCANA

“TERWUJUDNYA LUMBUNG PANGAN NASIONAL YANG MAJU, MANDIRI,

DAN BERKELANJUTAN MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN NGAWI

SEJAHTERA, BERAKHLAK DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG”

Misi ke – 2 :
Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Melalui Diversifikasi Pertanian,

Industrialisasi, dan Penguatan Sektor-Sektor Ekonomi dalam Penciptaan

Lapangan Pekerjaan.
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Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi Bupati Ngawi tersebut diatas tujuan dan

sasaran pada Dinas Perikanan dan PeternakanDijabarkan pada table 3.2.

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Meningkatnya

Pertumbuhan Ekonomi

Sektor pertanian terutama

perikanan dan peternakan

Meningkatnya kualitas

implementasi sakip

perangkat daerah

Nilai LHE AKIP Perangkat
Daerah

Meningkatnya Produksi

Perikanan

Prosentase peningkatan

produksi perikanan

Meningkatnya produksi
peternakan

Prosentase peningkatan

produksi peternakan

dalam satu tahun
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Ngawi pada

umumnya serta Visi dan Misi Dinas Perikanan dan Peternakan, Pendanaan pembangunan

diarahkan dengan menggunakan tolok ukur kinerja sebagai dasar penetapan program dan

kegiatan pembangunan. Setelah melalui tahapan identifikasi potensi, permasalahan,

kerangka regulasi dan usulan partisipatif masyarakat.

Rencana kerja untuk mendukung program pembangunan Perikanan dan Peternakan

Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan di dukung program-program meliputi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan

Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan dan

Pemasaran Hasil Perikanan, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,

Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Penyedian dan

Pengembangan Saran Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana

Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

dan Program Penyuluhan Pertanian.Program yang mendukung Asta Cita 2 : Memantapkan

sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui

swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dengan
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Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan. Program yang

medukung program pengelolaan perikanan tangkap dengan sub kegiatan Pengembangan

Kapasitas Nelayan Kecil.

Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2026 memuat 9 Program, 21

Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan, total kebutuhan anggaran untuk Tahun 2026 adalah sebesar

Rp. 11.200.936.892,00 selanjutnya total kebutuhan anggaran untuk prakiraan maju Tahun

2027 sebesar Rp. 18.259.200.000,00.

Pendanaan program-program dan kegiatan pembangunan Perikanan dan

Peternakan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi yang dibiayai oleh

APBD Kab, APBD Propinsi, dan APBN merupakan program prioritas Kabupaten Ngawi, dan

juga sebagai aktifitas dalam mewujudkan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan dalam

upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi. maka disusun Usulan Program

dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi

sebagaimana dalam Tabel 4.1
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Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2026 (Tahun Rencana)

dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Tahun n+1)

Kabupaten Ngawi

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerahdan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiatan/SubKegiatan

Rencana Tahun 2026
CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (n+1)
Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif SumberDana
TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN

11.200.936.892,00 12.610.000.000

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 11.200.936.892,00 12.610.000.000

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

8.646.964.562,00 9.310.000.000

3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7.991.964.632,00 - 8.350.000.000

[ Persentase pemenuhan penunjang
urusan pemerintahan daerah dalam
setahun ]

Presentase Pemenuhan
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
dalam setahun

- 100 7.991.964.632,00 - 100 8.350.000.000

3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase dokumen
perencanaan,
penganggaran, dan
evaluasi kinerja PD yang
disusun tepat waktu

100 Persen 72.000.000,00 100 Persen 110.000.000

3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

9 Dokumen 35.000.000,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

9 Dokumen 40.000.000

3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
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Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

1 Dokumen 3.000.000,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

1 Dokumen 10.000.000

3.25.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

1 Dokumen 3.000.0
00,00

DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

1 Dokumen 10.000.000

3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-
SKPD

Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen
DPA-SKPD

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

2 Dokumen 3.000.0
00,00

DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

2 Dokumen 10.000.000

3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
DPA- SKPD

Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

2 Dokumen 3.000.000,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

2 Dokumen 10.000.000

3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

7 Laporan 25.000.000,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

7 Laporan 30.000.000

3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

Persentase dokumen dan
laporan keuangan yang
disusun tepat waktu

100 Persen 6.394.137.498,00 100 Persen 6.420.000.000

3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

1708
Orang/bulan

6.388.137.498,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

1708Orang/bulan 6.400.000.000

3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
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Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

1 Laporan 3.000.0
00,00

DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

1 Laporan 10.000.000

3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD

Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran
SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulana
n/Semesteran SKPD

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

50 Laporan 3.000.0
00,00

DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

50 Laporan 10.000.000

3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah

Persentase ASN yang
terpenuhi administrasi
kepegawaiannya dalam
setahun

100 Persen 154.785.000,00 100 Persen 185.000.000

3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian
Dinas beserta Atribut
Kelengkapan

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

1 Paket 29.785.000,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

1 Paket 35.000.000

3.25.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Sosialisasi
Peraturan
Perundang-Undangan

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

122 Orang 125.000.000,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

122 Orang 150.000.000

3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
umum dalam setahun

100 Persen 296.855.500,00 100 Persen 400.000.000

3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

1
Paket

15.000.000,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

1 Paket 20.000.000

3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
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Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

1
Paket

111.413.000,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

1 Paket 150.000.000

3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

1
Paket

10.452.500,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

1 Paket 15.000.000

3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
yang Disediakan

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

135
Dokumen

10.000.000,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

135Dokumen 15.000.000

3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

90 Laporan 149.990.000,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

90 Laporan 200.000.000

3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase barang milik
daerah penunjang urusan
pemerintah daerah yang
diadakan sesuai dengan
kebutuhan dalam
setahun

100 Persen 282.750.000,00 100 Persen 330.000.000

3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel
yang Disediakan

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

6 Unit 31.322.000,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

6 Unit 50.000.000

3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Jumlah Unit Peralatan
dan Mesin Lainnya yang
Disediakan

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

5 Unit 251.428.000,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

5 Unit 280.000.000

3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Persentase pemenuhan
jasa penunjang urusan
pemerintahan daerah
dalam setahun

100 Persen 522.436.634,00 100 Persen 540.000.000

3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
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Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

24 Laporan 163.116.634,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

24 Laporan 170.000.000

3.25.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

12 Laporan 257.400.000,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

12 Laporan 260.000.000

3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

96 Laporan 101.920.000,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

96 Laporan 110.000.000

3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Persentase barang milik
daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah
yang terpelihara dalam
setahun

100 Persen 269.000.000,00 100 Persen 365.000.000

3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan Pajaknya

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

1 Unit 155.000.000,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

1 Unit 165.000.000

3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

5 Unit 64.000.000,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

5 Unit 70.000.000

3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

30 Unit 25.000.000,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

30 Unit 30.000.000
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3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

1 Unit 25.000.000,00 DANA
ALOKASI
UMUM
(DAU)

1 Unit 100.000.000

3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP

55.000.000,00 250.000.000

[ Meningkatnya produksi perikanan
tangkap ]

Jumlah Produksi
Perikanan tangkap

- 817413 55.000.000,00 - 817413 250.000.000

3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,
dan Genangan Air Lainnya yang Dapat
Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/ Kota

Prosentase peningkatan
produksi perikanan

0,7-1 15.000.000,00 0,7-1 190.000.000

3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber
Daya Ikan

Jumlah Data dan
Informasi Sumber Daya
Ikan di Perairan Darat
dalam Satu
Kabupaten/Kota yang
Tersedia

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

1 Dokumen 15.000.000,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

1 Dokumen 15.000.000

3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha
Perikanan Tangkap

Jumlah Prasarana Usaha
Perikanan Tangkap yang
Tersedia

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

2 Unit 0,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

2 Unit 100.000.000

3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha PerikananTangkap
Jumlah Sarana Usaha Perikanan
Tangkap yang Terjamin dan
Tersedia

75.000.000

3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Prosentase peningkatan
produksi perikanan

0,7-1 40.000.000,00 0,7-1 60.000.000

3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan
Kecil

Jumlah Nelayan Kecil
yang Meningkat
Kapasitasnya

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

40 Orang 40.000.000,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

40 Orang 40.000.000

3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan danPengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
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Jumlah Kelompok
Nelayan Kecil yang
Difasilitasi Pembentukan
dan Pengembangan
Kelembagaannya

2 Unit Usaha 20.000.000

3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN BUDIDAYA

347.914.430,00 370.000.000

[ Meningkatnya produksi perikanan
budidaya ]

Jumlah Produksi
Perikanan budidaya

- 4561925 347.914.430,00 - 4561925 370.000.000

3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan
Kecil

Persentase peserta yang
menindaklanjuti hasil
pelatihan
Prosentase peningkatan
produksi perikanan

100 Persen
0,7-1 Persen

195.000.000,00 100 Persen
0,7-1 Persen 200.000.000

3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi
Daya Ikan Kecil 200.000.000

Jumlah Kelompok
Pembudi Daya Ikan Kecil
yang Mengikuti
Pengembangan
Kapasitas

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

50 Kelompok 195.000.000,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

50 Kelompok

3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Persentase sarana dan
prasarana yang
dimanfaatkan
Jumlah laporan yang
ditindaklanjuti Prosentase
peningkatan produksi
perikanan

100 Persen
100 Persen
0,93 Persen

152.914.430,00 100 Persen
100 Persen
0,93 Persen

170.000.000

3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi
Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Data dan
Informasi
Pembudidayaan Ikan
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

2 Dokumen 15.000.000,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

2 Dokumen 20.000.000

3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan
Ikan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Prasarana
Pembudidayaan Ikan
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

7 Unit 105.914.430,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

7 Unit 150.000.000

3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

-
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Jumlah Sarana
Pembudidayaan Ikan
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

30 Unit 0,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan
Pembudidayaan Ikan di Darat -

Jumlah Pembudidaya
yang Memperoleh
Pembinaan dan
Pemantauan
Pembudidayaan Ikan di
Darat

Kab. Ngawi,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

2 Unit 32.000.000,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERIKANAN

252.085.500,00 340.000.000

[ Meningkatnya konsumsi ikan oleh
masyarakat ]

Angka konsumsi ikan - 20730557 252.085.500,00 - 20730557 340.000.000

3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan
Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Prosentase peningkatan
produksi perikanan
Jumlah bahan baku
pengolahan ikan (kg)

0,7-1 Persen
100 Persen

252.085.500,00 0,7-1 Persen
100 Persen 340.000.000

3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk
Konsumsi dan Usaha Pengolahan
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Peningkatan
Ketersediaan Ikan untuk
Konsumsi dan Usaha
Pengolahan Dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

10 Ton 252.085.500,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

10 Ton 250.000.000

3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku UsahaPerikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Pelaku Usaha Perikanan
Skala Mikro dan Kecil dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
yang Terfasilitasi

2 Unit usaha 90.000.000

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERTANIAN

2.553.972.330,00 3.300.000.000

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN

1.221.627.600,00 1.180.000.000
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[ Meningkatnya Produksi Komoditas
Unggulan Peternakan ]

Jumlah produksi
komoditas unggulan
peternakan
Persentase pelaku obat
hewan yang
mendapatkan
pembinaan

- 50
7110344

1.221.627.600,00 - 50
7110344 1.180.000.000

3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana
Pertanian

Prosentase peningkatan
produksi peternakan
dalam satu tahun
Jumlah pengawasan
penggunaan sarana
pertanian

1 Persen
1 Dokumen

256.042.600,00 1 Persen
1 Dokumen 300.000.000

3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian Sesuai dengan
Komoditas, Teknologi dan Spesifik
Lokasi

Jumlah Pengawasan
Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian
Sesuai dengan
Komoditas, Teknologi
dan Spesifik Lokasi

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

12 Laporan 256.042.600,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

12 Laporan 300.000.000

3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik
(SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota

Prosentase peningkatan
produksi peternakan
dalam satu tahun

1 Persen 225.000.000,00 1 Persen 450.000.000

3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG
Hewan/Tanaman

Jumlah Pelaksanaan
Peningkatan Kualitas
SDG Hewan/Tanaman

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

1 Dokumen 125.000.000,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

1 Dokumen 150.000.000

3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

Jumlah Pemanfaatan
SDG Hewan/Tanaman

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

1 Dokumen 100.000.000,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

1 Dokumen 300.000.000

3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran
Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan
Ternak serta Pakan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah monitoring bibit
ternak dan pakan yang
dilaksanakan Prosentase
peningkatan
produksi peternakan
dalam satu tahun

10 Kali
1 Persen

684.085.000,00 10 Kali
1 Persen 340.000.000
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3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,
Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala
Kecil

Jumlah Pengawasan
Mutu Benih/Bibit Ternak,
Bahan
Pakan/Pakan/Tanaman
Skala Kecil

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

20 Laporan 674.085.000,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

20 Laporan 325.000.000

3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan
Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan
Pakan Ternak

Jumlah Pengawasan
Bahan Pakan/Pakan,
Benih/Bibit Hijauan
Pakan Ternak yang
Beredar

Kab. Ngawi,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

10 Laporan 10.000.000,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

10 Laporan 15.000.000

3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat
Pengecer

Jumlah pengawasan
yang dilakukan kepada
pengecer obat hewan
Prosentase peningkatan
produksi peternakan
dalam satu tahun

44 Kali
1 Persen

9.000.000,00 44 Kali
1 Persen 15.000.000

3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan
Keamanan Peredaran Obat Hewan

Jumlah Pemeriksaan
Mutu, Khasiat dan
Keamanan Obat Hewan
yang Beredar

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

350 Laporan 9.000.000,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

350 Laporan 15.000.000

3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan
Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Lain

Prosentase peningkatan
produksi peternakan
dalam satu tahun
Jumlah monitoring bibit
ternak dan pakan yang
dilaksanakan

1 Persen
10 Kali

47.500.000,00 1 Persen
10 Kali 75.000.000

3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang
Sumbernya dari Daerah
Kabupaten/Kota Lain

Jumlah Hijauan Pakan
Ternak yang Sumbernya
dari Daerah
Kabupaten/Kota Lain

Kab. Ngawi,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

5 Ton 47.500.000,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

5 Ton 75.000.000
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3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARANA
PERTANIAN

741.927.460,00 1.450.000.000

[ Meningkatnya populasi ternak ] Persentase pelayanan
pemotongan hewan di
RPH
Prosentase
peningkatan populasi
ternak

- 0.5
100

741.927.460,00 - 0.5
100 1.450.000.000

3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Prosentase peningkatan
produksi peternakan
dalam satu tahun
Jumlah prasarana
pertanian yang dibangun

1 Persen
7 Unit

741.927.460,00 1 Persen
7 Unit 1.450.000.000

3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi,
Pemeliharaan dan operasionalisasi
Puskeswan

Jumlah Puskeswan yang
dibangun, direhabilitasi
dan dipelihara serta
beroperasi

Kab. Ngawi,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

2 Unit 20.242.160,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

2 Unit 50.000.000

3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi,
Pemeliharaan dan operasionalisasi
Rumah Potong Hewan

Jumlah rumah potong
hewan yang dibangun,
direhabilitasi dan
dipelihara serta
beroperasi

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

2 Unit 721.685.300,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

2 Unit 1.400.000.000

3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

443.422.270,00 515.000.000

[ Meningkatnya wilayah yang
terkendali dari penyakit hewan
menular strategis dan meningkatkan
kualitas produk hewan yang aman,
sehat, utuh, dan halal (ASUH) yang
beredar di masyarakat ]

Persentase
peningkatan wilayah
terkendali PHMS

- 5 443.422.270,00 - 5 515.000.000
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3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan,
Penutupan dan Pembukaan Daerah
Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam
daerah Kabupaten/Kota

Persentase Jumlah
kejadian penyakit hewan
menular strategis
Prosentase peningkatan
produksi peternakan
dalam satu tahun

<2 Persen
1 Persen

54.304.935,00 <2 Persen
1 Persen 70.000.000

3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit
Hewan dan Zoonosis pada Hewan

Jumlah wilayah yang
dilakukan surveilans dan
zoonosis pada Hewan

Kab. Ngawi,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

4 Wilayah 22.853.335,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

4 Wilayah 30.000.000

3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan
Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah wilayah atau
kawasan yang
mengalami penurunan
kasus penyakit hewan
menular dan zoonosis
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/kota

Kab. Ngawi,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

10 Laporan 31.451.600,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

10 Laporan 40.000.000

3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa
Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Prosentase peningkatan
produksi peternakan
dalam satu tahun
Terlaksananya
pelayanan di bidang
peternakan khusunya
kesehatan hewan

1 Persen
1 Laporan

231.080.000,00 1 Persen
1 Laporan 255.000.000

3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa
Laboratorium

Jumlah Pelayanan Jasa
Laboratorium

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

1500
Laporan

27.215.000,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

1500Laporan 30.000.000

3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik
Veteriner

Jumlah Pelayanan Jasa
Medik Veteriner

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

100 Laporan 203.865.000,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

100 Laporan 225.000.000
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3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan
Persyaratan Teknis Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Terlaksananya
penjaminan keaman
produk hewan,
melindungan kesehatan
masyarakat dan
memastikan penerapan
KESRAWAN Prosentase
peningkatan produksi
peternakan dalam satu
tahun

1 Laporan
1 Persen

158.037.335,00 1 Laporan
1 Persen 190.000.000

3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Jumlah Pengujian
Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Kab. Ngawi,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

10 Dokumen 15.272.335,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

10 Dokumen 25.000.000

3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan
higiene sanitasi pada unit usaha produk
hewan

Jumlah unit usaha
produk hewan yang telah
dibina untuk penerapan
persyaratan higiene
sanitasi

Kab. Ngawi,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

20 Unit
Usaha

20.450.000,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

20 Unit Usaha 30.000.000

3.27.04.2.04.0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi
Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat
Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan,
Produk Hewan, dan Media Pembawa
Penyakit Hewan Lainnya (HPM)

Jumlah Rekomendasi
Pemasukan dan
Pengeluaran, Sertifikat
Veteriner, dan
SKKH/SKPH HPM

Kab. Ngawi,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

10 Dokumen 12.715.000,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

10 Dokumen 15.000.000

3.27.04.2.04.0007 Pengembangan Kompetensi Petugas
Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan
Masyarakat Veteriner, dan
kesejehteraan hewan



99

Jumlah Petugas Teknis
Kesehatan Hewan,
Kesehatan Masyarakat
Veteriner, dan
kesejehteraan hewan
yang mengikuti
pengembangan
kompetensi

Kab. Ngawi,
Ngawi,
Karangasri

4 Orang 12.100.000,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

4 Orang 15.000.000

3.27.04.2.04.0008 Peningkatan kesadaran masyarakat
terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan
Hewan

Jumlah masyarakat yang
mengikuti kegiatan
peningkatan kesadaran
terhadap kesmavet dan
kesejahteraan hewan

Kab. Ngawi,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

75 Orang 85.500.000,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

75 Orang 90.000.000

3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan

Jumlah unit usaha
produk hewan yang
diawasi terhadap
penerpan cara yang baik

Kab. Ngawi,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

10 Unit
Usaha

12.000.000,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

10 Unit Usaha 15.000.000

3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA
PERTANIAN

16.650.000,00 20.000.000

- - - - 16.650.000,00 - -
[ Meningkatnya Usaha Peternakan
dan Kesehatan Hewan yang berizin ]

Jumlah Usaha
Kesehatan Hewan yang
mempunyai izin
Jumlah usaha sub-
sektor peternakan yang
mempunyai izin

- 100
30

16.650.000,00 - 100
30 20.000.000

3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi
Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas
Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit
Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong
Hewan

Prosentase peningkatan
produksi peternakan
dalam satu tahun
Prosentase izin yang di
tindaklanjuti

1 Persen
100 Persen

16.650.000,00 1 Persen
100 Persen 20.000.000

3.27.06.2.02.0006 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha
Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan,
Ambulatori, Praktik Dokter Hewan
Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat
Pelayanan Paramedik veteriner, atau
Pasar Hewan
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Jumlah izin usaha Unit
Rumah Sakit Hewan,
Klinik Hewan,
Ambulatori, Praktik
Dokter Hewan
Mandiri/Puskeswan
Mandiri, Tempat
Pelayanan Paramedik
veteriner, atau Pasar
Hewan yang diawasi

Kab. Ngawi,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

20 Laporan 16.650.000,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

20 Laporan 20.000.000

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN
PERTANIAN

130.345.000,00 135.000.000

[ Meningkatnya Kapasitas SDM di
bidang peternakan
]

Cakupan Kelompok
Tani yang mendapatkan
penyuluhan peternakan

- 1.34 130.345.000,00 - 1.34 135.000.000

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Terlaksananya
penyuluhan pertanian di
bidang peternakan

1 Laporan 130.345.000,00 1 Laporan 135.000.000

3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan Petani di Kecamatan dan
Desa

Jumlah Kelembagaan
Petani di Kecamatan dan
Desa yang Ditingkatkan
Kapasitasnya

Kab. Ngawi,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kel/Desa

10 Unit 130.345.000,00 DANA
BAGI
HASIL
(DBH)

10 Unit 135.000.000
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BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun 2026

berfungsi sebagai pedoman, sasaran dan tujuan dalam menyusun program dan

kegiatan bagi Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pangan dan Perikanan.

Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari visi dan misi yang mengacu Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025-

2029 dan Rencana Strategis Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi Tahun

2025-2029.

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi selain

menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana

peningkatan kinerja di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi dan sebagai

bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, selain sebagai sarana untuk

melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas

Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi. Rencana Kerja ini juga memberikan

umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan

rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah

yang lebih baik.
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Akhir kata Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi

Tahun 2026 ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah

Daerah untuk mewujudkan good governance di lingkungan Dinas Perikanan dan

Peternakan Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO


